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NN SISTuRM oNI,INE TERHADAP PAJAK PARKIR, PAJAK IIoTEL,
PAJAK RESTORAN, DAN PAJAI( IIIBURAN

BAB I
PENIIAHULUAN

Latar Belakang

Pada dasamya pembangunan yarrg sedang dilaksanakan oleh Pemerintal saat ini
kemakmuran rakyat yang tirygi. Hal ini sedasaryai t,rjuar rutuk metcapai tingkat

afth tujuan bangsa Idonesia sebagaimara tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alioea
yang mengatur tuju.rn negar4 yaitu

"..,,melhdungi segpnap Bangsa Indonesia dan selwuh tumpah dara.h Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteEEn ulnurr, mencetdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dLoia yar-g berdasarkan kemerdekaarq perdamaian abadi dan keadilan sosial...,,

PelakSanaan pembanguna.r te$ebut harus bersandar pada sumber pendanaan yang

ia yakni APBN ( Anggaran Pendapatan Bolanja Negara) sebagaimana diatur dalam
-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negala.

I angka 7 U[dang-undang No. 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara dinyatakan
APBN adalah reucana keua-[gar tahunan peme ntahan negara ya.ng disetujui oleh Dewan

Belbagai upaya telah ditempuh oleh pemerintah uatuk meoyeimbangkao angtsrsn
luoran dan pemasukan dalam APBN. S&lah satunya dengan menggali potensi sellor
jakan di Indonesia yang mampu membedkan andil bagi penerimaan negara.

Dalarn banyak literatur keuangan llegala disebutkan bahwa sumber utama penerimaan

negara berasal dad pajak. Menurut Prof, Dr. P.J.A. Adriani (Pemimpin latemasional Bureau of
Fiscal Documentation) L

Pajak adatah :

Iulan kepada negaE ( yang dapat dipaksakan ) yang terhutang oleh yang wajib membayamya
menurut pelat'Jlan-pemtural, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat
ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum
berhubung dengan nrgas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Ciriciri yang melekat pada penge(ian pajak adalah :

Pajak dipungut berdasarkan kekrratan undang-undang seda aturan pelaksanaannya;

Dalam penbayara.n pajak tjdak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual cleh
pemerintah;

;Brorcdihardjo 
Sa-ntosoR,, Pengdntar llmu Hukum p']jat llt. Refika Aditama, Bandu g, 1998,
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membiayai pembangunin nasional dengan jalan lebih mengerahkan lagi segenap kemampuan
kita sendiri. Pemerintai menyadari bahwa untuk membiayai pelaksanaan pembangunan kita

- tidal dapat dan tidak mungkin sekedar mengandalkan kepada peningkatan penerimaan negara
dari minyak bumi dar- gas alam maupun utang luar negeri. OIeh karena itu, penitrgkata[

Target perredmaa negara dari sektor perpajaka,o yarg sernakin meningkat dai tahrm ke
dengar didukuog oleh upaya pemerintah untuk melakukan ektensifikasi dan intensifikasi

ajakan Calam segala bidang, hal ini tenrunya harus dilandasi oleh regulasi perpajakan yang
berikan keseimbaagar hak dan kewajiban ariara tax paye6 rights dan pemungul pajak
s) dengan bersaadarkan pada orinsip negara hukum dan prinsip demokasi. Implementasi

kedua prinsip iersebut, setiap pungutan yang membebaai rakyat maka harus dituatgkan
u.udang-undang. Hal mana dikare^akan pajak merupakan peralihan kekayaar dari sektot
ke sektor pemeriEtah (unarli membiayai pengeluaral negara) taupa ada jasa timbal balik
prestasi) yar.g langsung ditunjuk. Hal ini sedasar dengan peogatuan dalim perubahari

ga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD
1945) Pasal 23 A dinyatakan, .pajak dan pungltan lain yang bersifat memaksa untut

erlum negara diatu.r dengan undalg-undang."
Pada hakekatnya pembebanan pajak kepada masyarakat untuk keperluan pembangunan

sangat tidak mudah, Hal mana dikarenakan apabila pembebanan pajak terlalu tinggi,
yarakat akar terbebani. Narnun apabila pembebanan pajak terlalu rendah, maka
bangu[an tidak akan berjalan karena pcnedmaiu negara dari seldor peryajakan terla]u

. Atas hal telsebut perlu adanya suatu refom asi peryajak8rl (tax reforrz) yang memberikan
dan kepatutar bagi r4xpaJr'els dan pemuDgut pajak (fiskus), serta pihak ketiga.

Tujuan utama tax refonn ini adalah untuk lebih menegakkan kemandirian kita dalan

penerimaan negara melalui perpajakan di luar minyak bumi dan gas alam merupakan keLarusan

r. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah;

d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaraa-pengeluaran pemerinta.\, yang bila dari
pemasukanaya masih terdapat surplus dipergunakan untuk membiayai public ihyeshlent;

e. Pajak dapat pula mempunyai hrjuan yang tidak budgeter yaitu mengatur.2

yang mutlak bagi berhasilnya pelEksanaar. pembangunan nasiotal. Dangan reformasi pajak
nasional sistem pajak yang berlaku saat itu akan disederhanakan. penyederhanaan tersebut
mencakup jenis pajak, tarip pajak daa cara pembayaran pajak. seterah reformasi ini sistem
pembayaran pajak akLr makirr adil dan wajar sedang jumlah qajib pajak akar makin luas,

, rbid., h, 7.
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jutnya reformasi pajak juga akan dilakukan terhadap aparat pajak (fiskug baik yang
prosedur, disiplin tata kerja maupun mental. 3

Dengan reformasi hasil pajak diharapkan bebau pajak akan makin adil dan wajar,
di satu pihak mendorong wajib pajak melaksanakan dengan kesadaran kewajibarmya

pEak dan dilaiu pihak menutup peluang-peluang (loophole) ya.ng selama ini mesih
bagi wajib pajak untuk menghindari pajak. Dengan reformasi pajak diharapkan sistem

yang sederhana dau mudah dimengerti oleh setiap wajib pajak. Lhtuk itu, sistem pajak
didasarkan pada prinsip keadilan dan kewajaran, dan sistem pajak yang menberikan
ian bagi setiap wajib pajak.a

Keberadaan regulasi Unda[g-Undang No, 16 Tahun 2009 tentang penetapaD peraturan

:mednt }I Penggalti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20Og Tenlang perubahan Keempat Atas
ndangundang Nomor 6 Tahun l9g3 Tentang Keteniuan Umum Dan Tata Cara perpajakan

adi Undang-Undarg (selanjutnya disebut UU KUp) memberikan pengaturan bahwa
ungutan pajak harus seehsien mungkin dan sifat pemungutan pajak pajak yang sederhana.

ini diperkuat deogar rJnCang-Ijndang No. 1l Tahun 200g tentang Infomasi dan
iElektronik (selanjutnya disebut UU Informasi dan Transaksi Elektronik) yang

ermudah bagi tqx payers dan fiskus Can sedasar dengan Unda.ng-undang No. 25 Talun
9 tenlang Pelayanan Putrlik (selanjutnya disebut Lru pelayanan publik)

Dalam skala lokal pemungutan pajak daerah yang merupakan ujulg tombak pendapat as]i
(PAD) sebigaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2g tahun Z0O9 tentang pajak

rDaerah dan Retribusi Daerah (selaDjutnya disebut UU PDRB), tentunya juga perlu disir*ronkan
pemungutao pajak pusat dalam hal pengatuan pemungutan pajak harus seefisien

Jar sifat pcmungutan pajak pajak yarg sederhana dalam rangka optimalisast
daerah dari sektor pajak daerah.

tdeotilikasi Masrlah
Keberadaan regulasi UU KUp metnberikan pengatuan bahwa pemungutan pajak harus

sien mungkin dan sifat pemungutan pajak pajak yang sederhana. pengaturan ini diperkuat
an Undang-Undang No. t I Tahun 2008 teDtang Informasi dan Transaksi Elektronik yang

Dalam skala lokal pem.mgutan pajak .iaerah yang merupakan ujung tombak peldapat asli
riaerah (PAp) sebagaimana diatu dalam Undang-Undang No. 2g tahun 2009 tentaag pajak

..._ ".O.ddI^S-1I"1o , dkk. ButrLt Ajat fi*um pal:ak, Fakultas HuL-uEr Universitas Airtangga,surabaya, 20I0, hat. 47.
4 ibid

permudah bagi tar payers dan fiskus dan sedasar dengan Undang-undalg No. 25 Tahun
tertang Pelayanan Publik
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r dar Retribusi Daerah, tentunya juga perlu disinkonkan dengan pemungutan pajak pusat
hal pengatuan pemungutan pajak harus seefisien mungkin daa sifat pemungutan pajak
yang sederhala dalam rangka optimalisasi penerimaan daerah dari sektor pajak daerah.

demikian, masalah yang dapar diidentifikaqi dalam kaitan dengru sistem pembayaran
psjak secara elektonik ini adalal sebagai berikutl

Apakah pengatuan sistem pembayaran pajak
prinsip 4egara hukum dan demokasi?

secaia elekEonik ti telah sedasar de[gan

Bagaimana mengelola sistem pembayaran pajak secara elektronik melurut prinsip
pemungutan pajak?

Bagaimana mekanisme tata kelola pemuogutad

secara elekhonik?
dan pengawasan sistem pembayamn pajak

Siapa yarg berwenang mengelola sistem pembayaran pajak secara elektronik dalam rangka
peningkatan PeEdapatan Asli Daerah (pAD) di Kota Suabaya?

Malaud dan Tujuau
Maksud

a. Sistem pembayamn pajak seoaro elektonik dimaksudkau untuk memberikan arah
pengatujan pemungutan pajak harus seelisieo mungkin dan sifat pemungutan pajak
pajak yang sederhana terseb,t rerevan dengar uu KUp, uu Informasi dan Transaksi
Elektronik, LIIJ Pelayanar publik, dan UU pDRB dalam rangka mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik yang mengcdepank a\ participatiofi, rule of lcr,t, tt.thsparehcy,
rcspohsi'ehess, consensus orientalibn, equity, ef/ectireness and efricielrcy,
accountability.

b. Secara khusus, Peratuan Daerah tenrang Sistem pembayaran pajak secala elektonik ini
dimaksudkan untuk mengatur mekanisme pengelolaan, ke*enaagal peEgelolaan,
pertanggungjawaba!, pambinaan dan pengawasan dalam raagka mewujudkan efisiensi
pemungutao pajak dan kesederhanaan sifat pemungutan pajak sehingga dapat
mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor pajak daerah.

Tujuaa

a. Mewujudkal good goyernance dalam Sistem penrbayaran pajak secara elektonik yang
meirgedepankan participqtiort, rule of low, hadparcncy, responsivenbss, consensu\
oriehtation, equity, effectiyehess and efficiency, accountability.

b. Mewujudkar: penyelenggaraaa pemerintuIan daerah dalam melaksamkan
pemerintahan, pembangunan dan ke,masyarakata-o sesuai keweDangannya;

pelayanan 
,
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c. Mewujudkan mekanisme pengololaan, kewenangan pengelolaan, pertangguDgjawaban,
penbinaan dar pengawasan dalam ralgka mewujudkan efisiensi pemungutan pajak dani

kesederhanaan sifat pemunguta! pajak;

d, Meminimalisir biaya administrasi pemungutan pajak, sehingga mampu mengoptimalkan.
penerimaan daerah dari sektor pajak;

e. Memberikan kernudahan bagi rar parler dar fiskus dalam melaksarakan kewajiban dan
hak perpaj akannya

M.tode
Dengan menimba.ng bahwa tatamn persoalan yang dikaji ini adalah (1) prinsip negara
dan demokrasi dalant peogatuar sistem pembayamn pajak secara elektonik, prinsip

@AD) di Kota Swabaya, serta mekanismq tata kelola pemungutan dal pengawasannya.

i samping itu (2) membuat peratuan da yang sebelumnya belum ada menjadi ada, maka
etode ya;lg digura]Gr dalam penyrsunal naskah akademik ini adalah kuatitatif deskliprif yang

akan pendekatan sosio )uridis. Peldekatan tersebut merupakan suatu bentuk
ekatan da aspek hukum yang dilkuti dengan aspek di luar hukum, seperti: sosial, ekonomi,

itik. Dalam kajiaD akademik ini tidr:k dipaparkan data statistik maupun kuantitatif

gutan pajak dalam mengelola sistem pembayaran pajak secara elektonik, dan kewenaagan
lola sistem pembayaran pajak secara eleldonik dalam rangka peningkatan pendapatan Asli
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BAB II
KAJIAN TEORITIS DA}I PRAKTEK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat reoritis dao prdl<tek
empi s serk implikasinya.

A. l!$as-asasPerpaiakan.

L Asas Keadilan

a. Menurut Teori yang mendasari pengertian.

1) Asas Equality yaitu: pernungutan pajak harus bersifat adil dan inerata,

),aitu dikeDakan pada omng pribadi yang harus sebanding dengan
kemampuan membaydr pajak (ability to pa, dan sesuai dengan
manfaat yang diteri$a.

2) Asas Certainty yaitut Penetapan pajak hendakaya tidak sewenang_

wenang, jadi wajib pajak harus mengetahui kapan membayar dan batas
wakfu pembayaran

3) Asas CotNeniehce of pdyhe t yait\t fiembayar pajak sebaikrya sesuai
dengan saat-saat yang tidak menFlitkan Wajib pajak, misalnya pada

saat memperoleh penghasilan,

4) As s Economy yaitu: biaya pemungutan dan pemenuhan kewajiban

, pajak bagi Wajib Pajsk diharapkan seminifium mungkin, demikian
pula beban yang dipikul.

b, Teori yang memisahkan hak negaE memungut pajak

1) Teori Kepentingan

Teori kepentingan i[i memperhatikan beban pajak yang harus dipungut
dari nasyarakar.Pembebanan ini harus didasarkan pada kepentingan

setiap orang pada tugas pemerintah termasuk perlindungan jiwa dan

raganya. Oleh karcna ltu, pengeluaran negara untuk nelindunginya
dibebankan pada masyarakat

2) Teori Gava Pikul

Teori ini mengandung bahrva dasar keadilan pemungutan pajak

terletak dalam jasa.jasa yang diberikan oleh negaE kepada masyarakat
berupa periindungan jiwa dan harta bendanya. Oleh karcna inr, untuk
kepentingan perlindungan, maka masyarakat akan membayar pajak

menurut daya pikul seseorang.
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3.

2.

4.

3) Teori Asas Daya Beli
Teori ini didasarkan pada pendapat bahwa penyelenggaraan
kepentingan mssyaraliat dianggap sebagai dasar keadilan p".ungrt n
pajek yarg bukan kepentingan individu atau Nega.o, sehingga iebih
menitikberatkan pada fungsi mengatur,

Asas Maffaat
Pengenaan pqiak henlaknya seimbang denSsn keuntun8an (msnfaa0 yoflg
didapar wajib pajak oari jasa-jasa publik yang diberikan cleh p"."rin,uf,i
Berdas€rku kriteria ini, maka pajak dikatakan adjl bila seseorang yang
memperoleh kenikmaran lebih besar dari jasa_jasa publik yung alnurittui
oleh pemerintah dikenakair proporsi lebih besar. Fungsi negara adalah
memberikan perlindungen terhadap kekayaan warga, dan karenaDva
pemiliknya berke\ajiban ;L,rr membayar keperluan-keperluan negara.
Asas Pembuatan IJndang-undang

a, Asas Yuridis
.rluntuk menyatakan suatu keadilan, hukum pajak harus membe kan

jaminan hukum liepada negara atau warganya. Oteh karena itu,
pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang. Landasan
hukurn pemungutan pajak di Indonesia adalah pasal 23 ayat (2) Undang-
Undang Dasar 1945.

b. Asas EkJnomis

Asas ekonomi ini lebjh meDekankan pada pemikiran bahwa negara
menghendaki agar kehidupan ekonomi masyarakat terus meningkat.
Untuk itu, pemunguta,-, pajak ha.us rJiupayakan tidak rnenglaldbat
kelancaran ekonomi, sehingga kehidupan ekonomi tidak terganggu.

c. Asas FinaDsial

Berkaitan dengan hal ini, fungsi pajak yang teryenting adalah flrngsi
budgeter nya, yakni untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke
dalam kas Negara. Sehubungan dengan itu, agar diperoleh hasil yang
besar, rnaka biaya pemungutanDya harus sekecil-kecilnya.

Asas Yu diksi pemungutan pajak

a. Asas Tempat Tinggal

Negara-negara mempunyai hak untuk mehungxt atas seluruh penghasilan
wajib Pajak berdaserkan tehpat tinggal, Wajib pajak yang bertempat
tinggal di Indonesia dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau
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diperoleh, yang berasal dari lndonesia atau berasal da luar negeri (pasal
4 Uudang-ul)dang pajak penghasilan).

b. Asas Kebangsaan

Pengcnaan pajak dihut,ungkan dengan suatu Negara, Asas ini
diberlakukan kepada seriap orang asing yang bertempat tinggal di
Indonesia untuk membayar paj;k.

c, Asss Surnber

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang
bersumbor pada suatu Negara yang rflemungut pajak,Dengan der kian
Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan darj Indonesia
dikenai pajak di Indonesian tanpa memperhatikan lempat tinggal Wajib
Pajak.

B, TINJAUAN TEORITIS
Tujuan dari dilaksanakannya kajian ini adalah untuk meningkatkan

efisiensi dengan system pajak online. pelaksanaan dan mekanisme
pengontrolannya. Tinjauan teoritis kajian ini diawali dengan teori mengenai tax
assigmnenl itu sendiri.Berikuhya, dijelaskaD pula mengenai implernentasi ,ax
assiganenl padapajak-piriak yang diaDalisis secara lebih spesifik.
l.Teori Tax Assignment

Salah satu maDfaar yang diharapkan bisa didapatkan Ca pemerintahan
yang terdesentraliMsi adalah bahwa pemerintah pada umumnya akan lebih
akuntabel dan responsif terhadap kcbutuhan dan preferensi warga negara

dibandingkan dengan pemerintahan ymg terpusat.

Reformasi deseirtralisasi lLskal yang terjadi di beberapa negara seflngkall
hanyarFerfokus pada bentuk yaxg lemah dari desentralisasi pcndapatan, seperti
bagi hasil pemerintah pusat dengan pemeiintah daerah (Ma inez-Vazque4 2013).
Padahal di saat yang sarna, telah terdapat kesepakatan umum dia antara para ahli
dalam desentralisasi bahwa peningkatan akurtabilitas terkait dengan desent alisasi

hanya dapat dicapai apabila pemerintah daerah memiliki tingkat otonomi yang

memadai tidak hanya dalom nengelola anggaran pengeluarannya, tehpi juga
dalam meningkatkan pendapatannya sendiri(Mafiinez-Vazques, 2013). Dalam hal
ini, jika desentralisasi fiskal yang efektif memerlukan otonomi pendapatan di
tingkat pemerintah daeBMokal, maka terdapat satu pertanyaan yang menjadi
penting unhrk dikemukakan, yaitu terkait dengan pajak apa yang harus
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dialokasikan pada tingkat daeraMokal. Hal ini dikenal dalam litemtur
desentralisasi fiskal sebagaipermasalahan mengenai lG assignment.

MusFave (1983) lnendefinisiknn ta, ossignment sebagai suatu oertanyaan
mengenai paJak apa, dirn6na, dan sjaps yarg memungutnya. Mod€l ?ax
Assignnent yang dikembangkan oleh Musgrave (1983) atau lebih dikenal dengan
Mugrave Model melakukan pendekatan atas isu yang discbrt dengan mu\ilevel
,lnance, Secara singkat, Musgrave (1983) berpendapat bahwa stabilisasi seoara

esensial merupakan masalah pemerintah pusat dalam hal distribusi,sehhgga
fungsi utama pemerintah daeraMokal dibatasi sepuur alokasi. Berdasarkan
haltersebut, Musgrave (2000) memformulasikan beber-apa aturan mengenai ,4,
arJi8zDt srrberdasarkan jurisdiksi dan basis pajaloya, yaitu: (l) pernerinlah daeEh
atau lokal sebaiknya memunglt pajak yang basis pajalorya memiliki mobilitas
antar yurisdiksi yang rendah; (2)Pajak pribadi dengan tarif pajak yang progresif
hanya dapal dipungut oleh daera| dimaoa basis global dapat diimplemeDtasikan
secara eflsien; (3) Pajak progresif yang bersifat dist butif ha,-us dipungut oleh
pemerintah pusat; (4) Pajak yang d!tujukan untuk kebijakan stabilisasi dan pajak
yang basis pajaknya tidak sama antara satu daerah dengan daerah lain lebih sesuai

diberikan kewenangannya kepada pemeriltah pusat; dan (5) Bene/it tax dan

retribusi sesuai dan dapat dipungut baik oleh pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah.

Selain Musgrav.e (1983), pembahasan mengenai rar ossignment i)ga
dipopulerkan oleh Oates(1972). Pada dasamya, The Standard Model yurg

dikembangkan oleh Oates (1972) relative sama dengan Musgrave Model (Bird,

2008), dimana keduanya $ma-sama berfok'rs pada atribut yang diperlukan untuk

mendorong keputusan pengeluaran optimal dan juga menekankan pentingnya

otonomi pajak untuk membawa akuntabilitas di kalangan pengambil keputusan di

tingkat daerah (Martinez-Vazquez, 2013). Oates (1972) mengungkapkan beberapa

saran mengenai lat assignmenl khususnya pajak apa saja yang harus

diserahkankepada pemerintah daerah:

"(1) Lover levels of government should, as much a possible, rely on beneft

taxationof such mobile econonic units as households dnd nobile factots o/
production Q) tothe exlel fhal non-benelil lores on mobile ecoltofiic unils arc

rcquired, Iorexanples, for redistrtbutiye purposes, only higher letels of
governnent shouldimpose thetn; (3) Il any non-beneJit toaes are ittlposed by

louer levels ofgoyern,nent, they should be letied only on tca boses that are

reloliveb) immobile acrcss locol jurisdtctions, "
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Berdasarkan perkembangan teori mengenaj i,LI assignment ini,Bid (2p0g)
mengembangkan sebuah pefunjuk r.rmum meogenai lox assignment. perJmjnk
perhmE adalah bahwa kepuosan pernbiayaan harus mempenimbangkan fungsi
yang al(an dllakukan (Jlnoktlry follows, Iuncrion), sedangkan perunjuk kedua
adalah babwa penentuan t@r a$ignment haus dilakukan deDgan
mempertimbangkan kemampuan dan hnggungjawab pemetintah daeraMokal
dalam menentukan sumber pendapalan baik dalam pengenian polllis maupun
ekonomis. Kedua petunjuk tersebut dapat dijabarkan ke dalam empat prinsip dasar
dalam menent'rkan t(La assignment, terutama dalam hal penentuan sumber
pendapatan (termasuk pajak) pada peInerintah dae.ah/lokal (Bird, 2008), yaitu:

"First, ideally ofln source reyenues should be sulficient to enable at least
the richest subhational governmenti la fr ance Irom their ovtn resources all
localb-proyided senices prir arily benefting local residents. Second, Io the
extent postible, s bnolional ret,enues should burdek o ly local residents,
preferably in relation to the perceived beneJits they rcceile from locol
sertices. mitd, to the extent possible goyemmenl at all levels should bear
signiJicant responsibility ot the nargin for lnancing the erpenditurcs for
which they are politbally respol:Aible. Fourth, subfiational taxes should not
undulJ dislort the allocation oJrerotnces" (Bird,2OOA).

Prinsip pertama yang diutarakan oleh Bird (2008), terkait dergan sumber
pendapatan daerah dimana sumber pendopatan daemh dari b8sis lokal jumlahnya
haruslah memadai dalam membiayai pengelu6r4n pemerintah daemh telutama
dalam penyediaan pelayanan yang hemberikan manfaat bagi penduduk lokal.
Kedua, pendapatan pemerintah daerah baik pajak atau rehibusi hanya boleh
membebani penduduk yang rnendapat manfaat berupa layanan publik yang

disediakan oleh pemeriniah daerah. Ketiga, semua level pemerintahan harus

memiliki tanggungjawab yang signifikan terhacjap segala pengeluaran yang secara

politis merjadi tanggung jawabnya, serta keempat, pajak daerahtidak boleh
mendistorsi alokasi sumber daya.

Pada perkembangao yang lebih baru, MartiDez-Vazquez dan Sepulveda

(2011) mengembangkan teori yang lebih ge,neral dati lra assignment berdasfkan
teori-teori :/ang sebelumDya pemah dibangu. Berteda dari Mr_rsgrave (1983),
Oates (1972), dan Bird (2008)yang menekankan pada kemampuan pemerintah
daerah menarik pajak dari sumber-suhber lokal (own source rerenues), Martinez-
Vazquez dan Sepulveda (2011) menyebutkan bahwa sesungguhnya solusi optimal
dari masalah tat assiglment adalah dengan membuat biaya marjinal dari
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pengumpulan dana publik adalah identik untuk semua unit pemerintah dan untuk
semua jenis pendapatan, sehingga pemeri:rtah dapat menggunakan beberapa
sumber pendapatan untuk membiayai pengeluamffrya. Kerangka umum ini
memungkinkan analisis komposisi pendapatan yang optimal di luar pajak da
sumber lokcl dengan memasukkan instrumen non-pajak, seperti pembagian
pendapatan dan transfer altar pemerintah lainnya.

Mennntt American Institae of Certified public Accountonts (2013),
pengenaan pajak yang baik harus memenuhi krite asebagai be kut l
l) Equity ahd Faimess: Simila ) situaled toxpayerr should be taxed similarly;
2) Cetainty: The ta rules should clearly specily when the taa is to be paid, how

it is to be paid, and hotr the amoutlt to be paid is to be determined;
3) Convefiience ol Paynent. A tax should be due al a time or in a manner that is

uost\likei! to be convekient fot. the taxpq)er;
4) Economy; ih Collection fhe costs to cbllect a tor,rhould be kept to a ninimun

for both the government ond taxpovrs;
5) Sirnplici\): The tax Iafi shot ld be simple so that taxpayers unde1tond the ntles

and con co ply with them coftectly and in a cost efrcient manner;
6) Neulrality.- The effe of fie ta!:r l4r on a taxpqyer,t decisions as to how to

carry out o purtrcular transectiun or y,hether Io engage in a tyansoctioh should
be kept to a minimum;

7) Economic Growth and Elficiency ilhe tax sysfem should not impede or redtlce
the prcductiye capacit) oJthe economy:

8)Transparenq, and VisibiliD): Toxpayers should know ihat a t@ exists and how
and when it is imposed upon theu anil others;

9) Minimum Tax Gap: A tax should be strucluted to minimize noficompliance;

ll)Appropiate Goyernment Revenues..The ta:x system should enable the

goyernment to detcrmihe ho\| much tax retrenue t'ill likzly be collected;

Berdasarkan berbagai literatur dapat dijelaskan bahwa prinsip umum
ddlam penentuan tax assilnment (Martinez-Vazquel, 20ll'.yaitu: ) prinsip

manfaat, yzng menekankan bahwa sumber pendapatan harus berkorelasj dengan

benefit yadg disediakan pemeriDtah, harus diimplementasikan semaksimal

mugkin, (2) Sumber-sumber pendapatan daemh harus memiliki basis pajak yang
relatif meEta antar daerah. Pajak yang dikelola oleh daemh tidak boleh memiliki
basis pajak yang berbeda-beda antar dacrah untuk membaniu meminimalkan
kesenjangan fiskal antar pemerintah daerah dan mengurangi behan equolization
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87arl. (3) Sunber pajak daerah sebaiknya memiliki basis pajak yarg tidak
bergerak untuk meminimalisasi kecenderungan kompetisi pajak antar daerah,

Meskipun begitu, tidak senrua kompetisipajak tidak diinginkan. Kompetisi
yang moderat d&pat rnemberikan insenrif untuk menjadi lebih efisien. (4) pajak
yang dikelola oleh daerah harus netral secara geografis, datam arti tiiak
rnengganggu kepentingan nasional dan intemasio al, tidak hendistorsi lokasi dari
aktivitas ekcnomi di seluruh wilalah nasionai, dan tidak diekpor keluar daerah.
Sebab, ekspor keluar daemh akan menyebabkan orarg yang membayar pajak
tersebut bukanlah olang yang akan menerima manfaat dari pelayanan publik'yang
disediakan pemerintah daerah tersebut, (5) Harus eda persyaratan kelayakai
adm inistratif sehingga pajak daeiah dapat djinplementasikan tanpa rn"nlnfotku,
compliance cost darl odninistratiye cost, (6) pajak daerah harus memiliki basjs
pajak yang secara umum stabil. (7) pejak daerah harus terlihat dengan jelas
sehingga beban pajahrya benar-benar dipahami oleh penduduk setempat
nleskipun pemerihtal daerah bisa memiliki pemikiran laiD tentang hat lni. Oan (S)
Tax assignment haoJs stabil dari waktt ke waktu. penetapan /ar aJJ igr.ent yang
berubah-ubal dan tidak stabil akan dapet mengakibatkan kuranSnya k"r".ugu_*l
kompleksitas yang tidak perlu, dan insentif negatif terfradap mJilisasi
pendapatan,

Berkaitan dengan konteks lndcnesia, Sidik (200?) mengutarakan bahwa
secara luas pajak daerah yang baik harus memenuhi ketlga belas kriteria ini:
l)The lor. must be suitable os a regional goyernment t@t

2)The tax must be potiticaly occeptable oi national ond regional le.vels;
3)The iax base musi not oyerlap (double tar:Eatton),-

4)There is wisdorn in avoidingvery high klx rate;
5)The eslimaled poential yietd of the taw reyenue source should repr$ent a

substanliol additional contributionto the ptesent total oflocal revenuA:
6)The goss costs ofcollecting the rewnue must be acceptably ituall compdred to

the yieldof the revenue ;
7)The tax must not prejudice national econoL,tic policies or is not heavily

redistributive;

8)The tax nusl ot seriaLsly change the allocotion of economic resources vithin
lhe rcgionolgoyernment arco or behreen regions, kor disrupl infld_or inter-
regioncl trade:

g)The tax burden must be affordoble,
I 0)me bx must hot be regressiye ;
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ll)The tax must not unfaily discrituinate between particular sectionr of the
communily;

Iz)Ease of administration; and
l3)The tax must not deter tatpayers ftom tahiltg proper action to comply with

e ny ir o wlt enta lc o nsery at rcn ne e ds,

Ketiga belas i<riteria pajak daerah yang secara luas telah diterima di
Indonesia tersebut ialah bahwa pajak berada atau muncul dalam wilavah
pemerintal daereh tersebut, diterima leoara politis pada lcvel nasional dan
regional, tjdak tumpang tindih dengan jenis pungutan pajo.k lein, ada
kebijaksaru.n ulltuk menghiDdari tarif. pajak yang sangat tinggi, estimasi
pene maan pajak memberikan kontribusi yang beErti bagi penerimaan daerah.
total biaya pernungutan lebih rondah dibandingkan penerimaanny4 tidak
merugikan kebijakan ekonomi, tidak mengubah alokasi sumber daya ekonomi dan
menggangg! perdagangan dalam atau antar wilayah, beban pajak terjangksu, tidak
harus regresif, tidak diskriminatif, administrasi yang mudah, dan paiak tidak
menghalangi wajib pajak dalam menga-rnbil tindakan yang tepat untuk memenuhi
kebutuhan konservasi lingkungan.

Pertimbangan atas biaya dan kesulitan-kesulitan yang dialami akibat
adanya beberapa jenis pajak yang berbeda menjadi salah satu penyebab

munculnya isu mengenai penggabungan beberapa jenis pajak sebagai salah satu
pendekatan untuk melakukan reformasi pajak. Sebab, menggabungkan dua jenis
pajak atau lebih akan mengurangi administrattue cost 

^nd 
cohpliance cost dai

penerapan pajak tersebxt (Martitez-Vazquez, 2013).

Dalam perspektif pajak dan tax ossrgnment, terdapat empat langkah kunci

untuk menjalan kanreformasi iklim bisnis lokal (Corthay, 2009): (1) Melakukan
inventarisasi komprehensil atas semda instrumen yang melibatkan pembayaran

yang dilakukan oleh perusahaan kepada pemerintah daerah; (2) Melakukan
pemeriksaan legalitas dokumen. Jika biaya atau retribusi yang ditarik tidak cukup
kuat maka instrumen harus dihilangkan atau dilegalisir; (3) Melahrkan
kategorisasi atas biaya-5iaya tersebut, apakah termlsuk ke dalam standard tdes,
userchatges, regulatory fees, interest and royalies, atan fines and penalties; dan
(4) Lakuka per laian terhadap tujuan yang sebenamya dari instrumen tersebut.

Jika inshumen memiliki regulatcry plTpose, maka instrunen tersebut dapat tetap

dijalankan dengafl proses yangdibuat menjadi lebih efi sien jika memungkinkan,

Basis pajak urtuk business license tax .juga dapat didefinisikan dalanr

bentuk legal yaDg tidak tergantung pada keputusan bisDis (mi$lnya dengan aturan
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penilaiah st4ndar),Untuk negara berkembang, business license tdx dapat berupa
flal tax yang rarifilya berbeda-beda antar akrivitas bisnis atau anrar seklor (Ahmad
dan Krelove, 1999). Penentuannya dapat juga mempertimbangkan karal<teristik
laln scpertl kondlsi gcografis Carl tempat dualankaMya usaha. Dehgan slstem
seperti ini, kesedefianaan admministasj dan cakupan yang luas akan menjadi
potensi pendapatan yang cukup besar, perusahaan keluarga yang seringkali tidak
mempunyai pencalalan yang baik aras ransakshya juga dapar dikenakan pajak
dengan prinsip-prinsip dugaan. Sebagai contoh, menurut Ahmad dan Krelove
(1999\, business licensetar dapat diterapkan untuk pedagang kecil dimana
omsetnya diperkirakan dengan menggunakah dua atau tiga indikator sederhana
seperti miselnya lantai ruang dimana kegiatan bisnis ber]angsung atau jumlah
karyawah. Dengan demkian business license tar iniakan menjadi lebih efisien di
tingkat loka..

C. XAJI.A.N DMPIRIS
t. Tinjauan Empiris Tax Asstgnme\t S.cara Umum

Seperti yang telah dijelaskan padb Iandasan teoritis, argumen ekonomi
dasar yang mendukuhg dilaksanakannya desentralisasi fiskal te.kait dengan
asumsi dasar bahwa desentralisasi fiskal akan meningkatkan efisiensi ekonomi
lokal sehingga pemerintah akan bisa memberikan polayanan yang lebih baik pada
masyaEkat karena adanya kedckatan dan keunfungan informasi atau dapat
dikatakan lebth akuntabel don re8ponsif tcrhadgp kebutuhan dalr preferensi wErga
negara dibandingkan dengan pemerintal,an yang terpusat. Meskipun pandangan
ini telal berkembang luas, namun sesrxlgguhnya temuan empiris mengenai
manfaat dari desentralisasi fiskal, terutama mengenai tar d.$signment, masih
cenderung inkonkusif.

Terkait dengan dampak ta) assignment terhadap penguatan kapasitas fiskal
negara, Lee (2000) menggunakan data-data pepajakan di China tahun 1992 _
1998 dan menemukan bahwa pemerintah pusat China dapa{. dikatakan gagat
dala:n melakukan refornasi fiscal sebab penurunan kapasitas fiskal terus
berJangsung bahkan di bawah sistem tat assignment. Hal ini disebabkan karena
dua hal. Pertama, adanya konsesi yang ditawarkan oleh pemerintah pusat ke
provinsi-provinsi yaog kaya untuk meminta persetujuan unruk melakukan
reformasi Ferpajakan. Meskipun konsesi membuat reformasi pajak lebih mudah
diterima oleh selunrh pro\insi, namuo di China hal ini melemahkan kemampuan
pemerintah pusat untuk mcningkatkan pendapatan. Kedua. adalah karena

Halahan 14 dari 53



tedadinya ldr erosion yang melues t€rhadap pajak-pajak yang diterapkan oleh
pemerintah pusat.

Salah satu studi emplds mengenai maDfaat ekonomi dari desentralisasi
fiskal secaE umum darr tax assigh eht secata khusus juga dilakukan oleh
Rodriguez-Pose dan Krcijer (2009). Studi tentang hubungan antara tiga jenis
struktu! deseltralisasi fiskal yaitu expendihse assigfifient, tax assignmeht, dan
tanslers lromcentral goyemhents terhadap pertumbuhan ekonomi di Eropa
Timur dan Eropa Tengah. Deugan menggunakan sampel panel data dad 16
negara. Tahun 19901004, Rodriguez-Pose dan Kr.oijer (2009) menemukan
bahwa secara urnum djsentralisasi fiskal bekerja kearah yang berlawanan dari
yang Ciharapkan, Hasilnya merrunjukkan bahwa expenditure assignment dan
hahsfers jvtttr memiliki korelasi yang negatif dengan tingkat pertumbuhan
ekonomi. Meskipun begib), tdx Assignment tetap memiliki hubungan yang positif
terhadap perekonomian dalamjangka waktu menengah (diatas enam fahun).

Ternuan empiris ini dengan demikian mendukung teori yang menyebutkan
bahwa ketika daerah memiliki own-source rcvenue yang besar dan harus
mempeltanggungjawabkann)'a, terdapat kemungkinan yang lebih besar unt\rk
mencapai eflsiensi ekonorni yang diinginkan. Kemompuan pemerintah daerah
untuk menghasilkan pendapatan lokal dapat meningkatkan tanggung jawab fiskal
dan menjaci inseotif unluk memen!hi kewajiban pengeluaran oengan cara yang
lebih transparaD (Rodriguez-Pose dan Kroijer, 2009).

Hasll yang sama juga ditemukan oleh Nguyen dan Anwar (2011) yang
melakukan studiterhadap 61 provinsi di Vietnam, bahwa arpen diture assignment
mgmbawa dampak negatif bagi perekonomin sedangkan ,@r assignmen!
memberikan dampak yang positif.
' Ismail dan Hamzah(2006) yang melakukan studi hengenai efek da
desentralisasi fiskal terhadap perekonomian Indonesia periode 1992-2002
menemukan bahwa expenditure assignment memba,Na dampak yang positif
sedangkan lax (6signment berdampak negatif bagi ekonomi, meskipun tidak
menjelaskau argumen apa yang menyebabkan Indonesia mengalami kasus yang
berbeda. Ilal ini dapat diperdebatkan kembali mengingat hasil di negara-negara
lair menunjukkan amh yang sebalilqya.

Be kut disampaikan kajian empiris pemerintah daerah yang telah
mglakanakan pajak online :

Provinsi DKI Jakafta melakukan pada tahun 2013 oleh Jokowi
(Gubemur). Pemerintah Daerah menggandeng BN sebagai mjtra untuk
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melyiapkan server dan aplikasi yang ditempe,Ikan pada carh register wajib pajak
(WP). Sekarang (2015) pernbayaran ditarnbah bekerja sama dengan BJB, BM dan
Mandiri menggunakan system cash monagemeflt ,ar?,t (layanan manajemen kas),
menghubungkan WP dengan Dpp. Wp dapat melakukan pembayamn online
dengan fasilitas autodebet reker-ing BRl. Hasil yang didapatkan yaitu: l)
Penirgkatan PAD tajam. 2) Menghindari kebocoran pajak. 3) Manipulasi
pengemplang pajak dapat dilacak. Kendala yang dihadapi : l) Adanya sistem
pembukuan perusahaan-perusahaan yang belum menggunakan systgm gash
register. 2) Koneksi intemet sering terputus dan proses h6rus diulang daJi awal, 3)
Pada saat Glbemur sebelumrya (F'auzi Bowo), Wp terlalu sedikit yang terdaftar
dan buruknya perangkat lunak.

Provinsi Jawa Tirnur menggunakan Samsat Online, Samsat pawent
Point, Samsat Correr, Samsat Drive Thru e-samsatonlienjatim pengesahan

STNK dan bayar pajlk tahunan di samsat keliling, samsat induk dengan
menunjukkan STNK dar KTp.

Provinsi Jawa Ilarat, masyarskat dapat membayar pajak dengan sistem
online. melalui ATM, EDC, atau langsung datang ke kantor Bank Jabar Banten.
BJB tahun Z0l3 menedma pembayaran pajak se-Jabar 3.4 T, target tahun 2014
menggunakan Cash management dangan perusahaan besar, intetnet bonking dan
noblle banking. Adap.rn kendalx yang dihadapi adalah rendahnya kesadaran
masyarEkat membayar pajak, Kesatahan pendataan hingga 2 (dua) kali pencatatan
nomor, pembayaran terbatas pada bank tertentu

Kota Batam,t),s/ern reVattessment, sedang dikaji tahun ini (2015). Untuk
meningkatkan PAD dari sektor pajak, yakni pajak hotel, restomn, hibumn, dan
parkir khusus. Target peningkatan PAD 20%. Adapun kendala yang diladapi
yaitu biaya yang harus dipersiapkan untuk pengadaan pemlatan, sumber daya
pegawai sebagai opeBtor yang belum ada dan masalah regulasi yang memayungi
penerapan sistem tersebut dan rnasih terbatas pada hotel berbintang.

Kota Bahjarmasin System berbasis digital SDM yang mengelola bukan
dari Pemerintah Kota Banjamasin, pemberdayaan Wp sendiri oleh bank yang
dijadikan mitra kerja sama. pengadaan perangkat seperti alat Denghitung uang,
computer, printer maupun server (data center) pihak bank bekerjasana dengan
PT. Finnet lndonesia selaku anak perusahaan dari pT. Telekomunikasi Indonesia.
Diterapkan sejak tahun 2012. Temuan yang ada (l) dasar pelaksanaan perda

Nomor 1 1, 12 dan 13 tahun 201 I tentang pajak hiburan, hotel, rumah makan dan
Restoran. 2) pengadaan proyek pemasangaD alat ditanggung Bank Kalsel 3)
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sangat akural dalam merekam data pajak, sehingga upaya manipulasi data bisa
dihilangkan,4) peningkatan PAD dari sektor pajak bisa berhasil baik. 4)
Meningkatkan kesadaran Wp dalam 3 tahun, pAD meningkat dari 35 miliar
rhenjadi 200 millar. 5) Tak ada lagi p.rtemuan aparat pernungllt pajak dengan
pengusaha. Pemerintah Kota hanya menyiapkan regulasi yang memayungi
penerapan sistem pajak online. Setiap Wp yang belum memiliki sistem
pengclolaan, dapat menyewa. Bagi Wp yang telah memitiki sistem oukup
diberikan alat perekam data yang disebut black box,Jntuk memonitoring data
tansaki/jlal beli disisi penjual (memonitor pajak untuk pemerintah) ataupun
untuk melihat proses tsansaksi (bagi petanggan itu sen,liri). Kemudian dari sisi
akses pengidma! data ke datn cehter akal. $enggunakan telarologi Virtual private
.Verwo* (VPI.D artinya tidak semua omng dapat mengaksesnya, dan data yang
dikirimkan akan di enkripsi sehingga tetap terjaga kerahasiannya. Kendala yang
dihadapi t) seryer atau jaringan sering bermasalah, atau putus-sambung. 2)
Koneksi interne! l€mah 3) AIat yang terpasang di Wp masih terbatas.

Kota Jayapura Sistern Informasi pajak Online Daerah (Simpoda) yang
berbasis komputer. "Dapar membaca penerimaan pajak secara Reol Time yaDg
diterima oleh nrasing-masing Wp ditetapkan sejak tahun 2015 oleh Dispenda.
Hasll tcmusm I I) HEsil kerja sama Dispenda dengan Bonk papua dan pT Finet
Indonesia Jakarta, 2) memperpendek jaringan birokasi dan menghindari
pembukuan ganda yarg dilakukan oleh \yp hot€l dan restaurant, 3)
mengoptimalkan PAD d: bidang hotel, rcstoran dan hiburan, 4) mengurangi
tingkat pelarian dan penggelapan paiak Tax Avoida / Tax Avoisen, 5) Tahap
pertama, terealisasi 100 WP dari 470 Wp. Kendala yang dihadapi yaitu : l) SDM
terbatas, topografi dengan kontur tanah yang bergelombang bukit dan gunung dan
hanya sebagian wilayah saja yang produktii 2) Wp tidak transparan,3
Keterbatasan alat,4 Sistem administEsi yang masih menggunakan manual,

Kota Bogor dengan System e-SpTpD yaitu aplikesi yang dibangun
berbasis web dikembangkan sebagai sarana wajib pajak urtuk mendaftarkan,
membayar dan melaporkar kewajiban pajak daem}nya secara online sefla dapar
diaksq! dimana saja. terkoneksi secam real time dengan system informasi pajak
asli dae.ah (SIMPAD) yarg sudah berjalan di Dispenda kota Bogor di tetapkan
sejak tanggal 3 September 2014 oleh Arya Bima selaku Walikota. Hasil temuan:
1) Pemberian rewaro/piagam dan hadiah kepada Wp didasari atas beberapa
kiteria kepatuhan membayar pajalq 2) Mengr-rrangi pengemplangan pajak oleh
pengusaha dengari pelr] asaLCaD alat toping box di mesin kasir. 3) pAD melebihi
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target, tahun 2014 sebesar 1,6 T. Kendala yang dihadapi l) pemerikaan pajak
tidak berjalan secara optimal. Hasil pemeriksaannya tidak menghasilkan
perhitungan kewajiban pajak yang sebenanya. 2) Koneksi intemet lerhah, 3)
Rendahya kesadalan masyarakat rnembayar pajak, 4) Tempat pembayaran
terbatas di BJB. 5) Pelayanan lupa meragih hingga 2 kali,

Kota MElang Dispenda dan BRI bekerja sama menggunakan alat system
e-rdr. Sistem elekhonik terdjri dati e-Registratioh, e-SpT, e_Filing dan e-Bitting
ciitetapkan sejak tahun 2014. HBsil yang diperoleh: l) Dispenda meningkatkan
pelayanan unhrk WP yang sadar pajak dengan membeikan fasilitas kemudahan
bagi WP yang membayar pajak BPIITB dan pBB, 2) Membuka kerjasama dengan
Bank Jatim dan BPN. 3) Sebagai kota sadar pajak, mengadakan gerakan ibu sadar
pajak. Keniala yang dihadapi I l) Keterbatasan alat e{ax yg disediakan BRI. Dari
700 WP, hanya ada 127 WP yg sudah menggunakan alat tersebut 2) Bagi wajib
pajak yaDg belum punya e-taJq dispenda Etenyediakan alat bem arlla cash register.

Jogia E-Tax Diterapkan dan diujicobakan mulai 2015. Kendata yang
dihadapi 1) Pemisohan neBca transaksi , 2) Hanya 5 restoran yg memiliki kantor
pusat di Jakarta yang bersedia.

Kota Bekasi seiak'sofi launching'pada Januari 2012, okupansi per bulan
terus meningkat, Kini berada di kisaran 40%. Kendala yang dihadapi: 1)
kesadaran masyarakat untuk membayar pajak , 2) adaoya Wp yang masih manual
sistem.

Semalang E-rar (sistem online) bekerjasama dengan Bzu tahun 2Ol4 hasil
ingin dicapai: 1) Memasang 300 WP pengusaha tempat hiburan dan restomn, dan

2) Pendapatan melebihi target. Kendala yang dihadapi: 1) Keterbatasan alat, 2)
Keterbatasan dana , 3 ) A.danya faktur pembayaran pajak palsu, 4) pengemplangan

pajak, 5) Masih banyak yang menggunakad sistem manual,

Kota Makassar -E-tar (sistem online./ layaran cash management) kerjasama

antara Pcmkot dan BRI (2015) Output yang dicapai : l) Sosialisasi peraturan

walikota No. 75 tahun 2014, 2) WP dapar membayar pajak dengan autodebet di
BRI, 3) PAD naik 80% dari tahun 2013 ke 2014.4) Tahap pertama 305 Wp dari
1000. Kendala yang dihadapi : 1) Masih terbatas pada pajak hotel, restoran,

hiburan, dan parkir, 2) Sistem pembayamn online pBB sempat rusak sehingga
data WP sejak tahun 1990 hilang, 3) Keterbatasan loket pembayaran di BRI, 4)
Banyak WP yang belum paham pajak online, 5) Wp sering menunda pembayaran
pa.jak.
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Kota Surabaya Pajak Online dapat diketahui melalui intemet / situs,

dibayarkan melalui SMS dan intemet banking ke rekening Pemerintah Kota

Surabaya dengan cara mengkoneksikan sistem W? ke DPPK (Dinas pendapatan

dan Pengelolaan Keuangan). Kendala yang dihadapi, 1) Landasan hukum yang

belum jelas. 2 Perlu peralatan klusus yang harus dibeli melalui dana APBD atau

disediakan oleh provider bank yang siap.
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I Da]am Naskah ini tidak semua mater

t**kx"_"'. jf 1;TITB::l"f "di:+'fl ,#i?:il1#I"::3:",'&11ff iffi ;:il?lrstem pembayaran paiak secara elekrontk ;;;;;;;;;';;.;;il;ffi :?."#i:fi ffi,r.:oloan8 sisteE peEbayaran paja} secara elekronik '

BAB III
EVAIUASI DAN ANALISIS PERA URAN PERUNDANG-IJNDANGAN

TERKAIT DENGAN SISTEM PEMBAYARAN P.AJAK SECARA ELEKTROMK

Sgcara substantii, materil pelafluan perunda.rg-undangan sebagaimana teNebut dalarE
sistem pembayaran pajak secara elektonik adalah

jian yrddis di atas yang berkaitan dengaD

terurai di bawah ini.
Urdang-UndaDg Dasar Negara Republik Indo!esia Tahun 1945
Pasal l8r
Ayat (2)

Ayat(5)
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Pemerintah daemh pro\insi, daerah Kabupaterl dan Kota mengatur dan rnsngur.l.
sendiri urusaa pemerintahan meowut asas otonomi dan fugas pemUurrt .n.**i
Pemerintalal daerah menjalankan otonomi seluas_luasnya, kecuali urusar

pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusar pemerintalan
Pusat.* i)

A),at (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peratwan-peraturan
Iain untuk melaksarukall otonomi dan tugas pembantuan, * * .)

Pasal 18A:

Ayat (1) Hubungar wewenang antara pcme ntah pusat dan peme ntahan daerdh plovinsi,
kabupaten, dan kota, atau provinsi da! kabupaten dan kota, diatur dengan undang_
undahg dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daemh.*+)

Ayat (2) Hubungan keuangan, pelayaaaa umum, pemanfaatan sumber daya alam dan
sumber daya lainnya antara pemerintah pusar dao pemeriltah du.ruh diut* d*
dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang_unda.ng.** ) I

Berkaitan deogan ketentue.n tersebur di aras pemerintch Daerah mempunyai kewenangan
untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pelayanan publik k:hususnya mengenai
kesederhanaaa sistem pembayaran pajak daerah secara elektronik yang teibaik bagi
masyarakat sedasar dengan asas otonomi dan tugas pembantuar.
Pelayanan publik rnerupakan bagian dari hak-hak dasar warga negara yang harus mendapat
prio tas pemenuhannya oleh Negara sebagaimana diatur dalam UUD NKzu 1945.
Pasal28D :

(l) Setiap orang berhak atas pengaL-uan, jaminan, perlindungao, dan kepastian hukum yang
adil se|ta perlakuan "ang sama dihailapan hukum.r*)



(3) setiap warga negara berhak memperoreh kesempatan yang saoa dalam
pemedntalur.* * )

Pasol28I:

(2) Settap oraug bebas dari perlakuan yang bersifat rlislqiminatif atas dasar apapun dan
berhak mendapatkan perlindungan terbadap perlakuan yang bersifat diskriminatif
itu,r *)

(4) Perlindungan. pemajual, penegxan, dan pemenuhan hak asasi marusia adalah
tanggung jawab negara, terutama pe.nerintah.*+ )(5) Untuk menegaklaa dan melindungi hak asasi maousia sesuai dengar pnnsip negara
hukum yang demokatis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatu!, dan
dituangkan dalarn peraturan pgrundalg-undangan. * * )

Pasal23A:

Pajak dan puDguta! lain yang bersifai memaksa untuk keperluan negara diatur dengan
undalg -undang.

Pasal33:

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bemama berdasar atas asas kekeluargaan.
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup

orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Burni dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuan rakyat.

(4) Perokonomian nasional diseleoggankan berdasar atas demokasi ekonomi dengan
prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasar lingkungan,
kemaldirian, selta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional.***')

(, Ketentuan lebih lanjur rnenge;rai peiaksanaan pasal ini diatur dalam undang-

undang.**+* )

Negara bertanggxng jawab atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum terhadap

penyediaa.n pelayanaa publik khususnl,a sistem pembayaran pajak daerah secara elektonik.
Unnrk menegakkan dan melindungi pemenuhan hak atas penyediaan pelayanan publik
sesuai dengan [rinsip negara hukum yang demokatis, maka pelaksanaannya dijamin, diatur,
darr dituangkan dalam peratuan perundang-uodargan.
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ll

u-ndang-Undang No, 28 Tahun 1999 tenta,ng penyelenggaraan Negara yang Bersih tlan
Bebas dari Kotupsi, Kol$i dah Nepolist te (Lembaran Negara Republik Ildonesiai
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoresia Nomor
385r)

Pasal I anpka 6:

Asas Umum Pemeri-Dtahan NegaE yarg tsaik adalah asas yaDg meqiunjung tinggi norma
kesusilaar\ kepatutan, dan norma hukurn, untuk raewujudkan penyelenggara Negara yang
bersih dal bebas dari korupsi, kolusi dan rLepotisme.

Asas Umw! Penyel"nggamai Negara

Pasal3:

Asas-asas Umum penyelenggaraan negata meliputi:
L Asas Kepastian Hukum;

2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negaraj

3. Asas Kepertilga[ Umum;
4. Asas Kete$ukaan;

5, Asas ProporsionaJiras;

6. Asas Profesiona.litas, dan

7. Asas A-kuntabilitas,

Ketentuan UU No.28 Tahuo 2009 menegaskan bahwa kewajiban pemerintahan Daerah
dalam memberikan pelayana.r publik khususnya sistem pembayamn pajak daerah secara

elektronik yang terbaik bagi warga masyarakat bersandarkan pada asas umurn
penyelenggaraan negara dar asas umum penyelenggaraan negara dalam rargka mewujudkal

uu good governance

Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 428Q

Adapun ketentuan Undang-uldaog No. 17 Tahun 2003 yaag memuat prinsip -pinsip good

go)ernance sebagaimala diatur dalam Pasal 3 ayat (1), yang meliputi : Keualgal Negata

dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangar, efisieD, ekonomis, efektif,

transparan, dan bertarggung jawab dengari memperhatikan rasa keadilan dal kepatutan.

Asas-asas tersebut selaras dengan prhsip pemungutao pajak, sehingga dalam hal ini
pengatuan Penturan daerah tentaog sistem pembayaran pajak daerah secara elektronik

sedasar dengan IJU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangall Negara.
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Undang No. 16 Tahun 2009 teutalg peDetapan peraturan pemerintah
ti Undang-Utrdang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang perubahan Keempat Atas

UndanguEdaug Nomor 6 Tahun 1983 TeDtang Ketentuan UElum Dan Tata Cara
PerpajakaD Merjadi Undang-Undang (LembaraD Negara Republik Indouesia Tahun
2009 Nomor 62, Tambahan LembarEE Negara Republik Irdonesia Nomor 49999)
Pasal I areka 10:

Pajak yeng terutaag adalah pajak yalg harus dibayat pada suatu saat,
dalam Talun Pajak, atau dalam Bagial Tahun pajak sesuai rlengan

dalam Masa Pajak,

ketentuan peratuan
pemndang-ur.d{ngan perpaJakan.

PROSEDUW TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 1 aneka 1l: i

Surat Pembe tahuaD adalah surat yanq oleh Wajib pajak digunakan untuk melaporkan
penghihrogan dar/atau pembayara,r pajak, objek pajak daniatau bukan objek pajak, d?uy'atau
harta dar kewajibaE sesuai dengan ketentuan perah[an perundang_undangan petpajakan.
Pasal 3 ayat (l ) :

Setiap Wajib Pajak waiib mengisi Surat pernberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas,
dalam bahasa Indonesia dengaa menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang
Rupiatr, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal pajak

tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh
Direktur Jenderal Pajak.

Penielasan Posal3

Ayat (1) Fungsi Sutat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak PenghasiJan adalah sebagai

sara-na untuk rnelaporkaa dan mempertanggutrgjawabkiur penghitungan jumlah

pajak yang sebenamya terutang dan untuk melaporkaD tentang:

r a. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dar/atau

melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam I Gatu) Tahun Pajak

atau Bagial Tahr.n Pajak

b. penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau b,.rkan objek pajak:

c. harta dan kewajiban; darratau

d. pembayaran dari penLotong atau pemungut tentang pemotolgan atau

pemunguta.n pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak

sesuai dgngan ketentuan peraturarr perundang-undangar perpajakan.

Bagi Pengusaha Kena Pajak, firngsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana utrtuk

rnelaporkan dan mempertanggungjawabkan penghihrngan jurnlah Pajak .. .
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pemotong atau pemungur pajak, fungsi Surat pemberitahuan adalah sebagai sarana
melaporkan dan meEpertaDggungiawabka! pajak yang dipotoDg atau dipungut dar

disetorkarnya,

Yang dimaksud dengan mengisi Surat Pemberitahuan adalah mengisi forqlulir Suat
Pemberitaluan, dalam bentuk kertas daJr/atau dalam bentuk eleklronik, dengan benar,

lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasatkan ketentuan
perBturar perundang-undangar perpajakan

Sementara ihr, yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi
Surat Pemberitahuan adalah:

a. Benar adalah beDar dalarn perhitugan, termasuk be[ar dalam pelerapal ketentuan

peratuan perundang-undangan perpajakdn, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan

yang sebenamya;

b. Lengkap adalah menuat semua unslu-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan

unsur-unsur lain yang harus dilaporkrLn dalam Surat Pemberitahuan; dan

c. Jelas adalai melaporkal asal-usul atau sumber dari objek pajak da.r

yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

Suat Pemberitahuan yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas

uJlsur-unsw lain

tersebut

wajib disamp4ikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau

pajak, dar pelaporamya, serta

pajak yang diatur dengan atau

dikukuhkan atau tempat lain yarg ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Kevr'ajiban

penyampaian Sulat PemberitBhuan oleh peootong atau pemungut pajak dilahrkan untuk

setiap Masa Pajak, I

Pasal 10:

Ayat(l) Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan

menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang

diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuanga[,

Ayat (1a) Suat Setoraa Pajak sebagaimana dimakud pada ayat (1) berfungsi sebagai bukti

pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh Pejabat kantor penerima

pembayaran yang berwenallg atau apabila telah mendapatkan validasi, yang

ketentuarmya diatur dengan atau berdasarkan Peratuan Menteri Keuangan,

Ayat (2) Tata cala pembayamn, penygtoran Pajak, dan pelaporannya serta tala cara

mengalgsw dan menunda pembayaran pajak diatur dengar atau berdasarkan

PeEturan MeDteri KeuanBan.

Penielasan Pasal 10

Ayat (2) Adanya tata cara pembaya-ran pajak. petryetoran

( tata cara mengaflgsur dan menunda pembayaran
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berdasarkan Peratuan Menterj Keuangan diharapkan dapat mempemudah
pelaksanaan pembayaran pajak dan administrasinya.

KELEBIIIAN PEMBAY,{RAN PAJAK
Pasal ll:
Ayat (1) Atas permohcnan Wajib pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana

dimaksud dalam Pasat 17, pasal 178, pasal 17C, atau pasal 17D dikembalikan,
dengan ketentuan bahwa apabila temyata Wajib pajak mempunyai utang pajak,
langsung diperhihugkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.

Ayat (1a) Kelebihan pembayaran pajak sebagai akibal adanya Suat Keputusan Keberatan,
Surat Keputusar Pembetulan, Sluat Kgputusan penguranga.n Sarksi Administuari,
Sulat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusar
Penguangar Ketetapa,l Pajak, Sujat Keputusarr Pembatalan Ketetapan pajak, dan

Putusar Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, serta Surat Keputusan
Pembedar Imbalaa Bunga dikembalikan kepada Wajib Pajak dengan ketentuan
jika temyata Wajib Pajak mempunyai utang pajak, langstrng diperhitungkan untuk
melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.

Ayat (2) Pengembalian kelebihan pembayaraD pajak sebaBaimana dimaksud pada ayat (1)

dar ayat (la) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan

pengembalian kelebihan pembayaran pajak diterima sehubrurgan dengan

diterbi&aonya SEat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dim6]Gud dalarn

Pasal 17 ayat (l), atau sejak diterbitkainya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar

sebagaimana dimalisud dalam Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 17B, atau sejak

diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal l7C atau Pasal l7D, atau sejak ditelbitkamya

Suat KepuNsan Keberatan, Suat Kgputusan Pembetulan, Surat Keputusan

Pengprangan Sanlsi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi

Admi[istrasi, Suat Keputusan Petrguangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusar

Pembatalan Ketetapan Pajak atau Suat Keputusal Pemberian Imbalan Bunga,

atau sejak ditedmanya Putusan Batrding atau Putusan Peninjaual Kembali, yang

menyebabkan kelebihan pembayaran pajak.

Ayat (3) Apabila pengenbalian kelebihan pembavaran pajak dilakukan setelah jangka

waktu 1 (satu) bulan, Pemo ntah memberikan imbalau bunga sebesar 2% (dua

persen) per bulan atas keterla,rnbatan pengembalian kelebihan pembayamn pajak,

dihitung sejak batas waktu sebagaima.la dimaksud pada ayat (2) berakhir sampai

delgan saat dilalekan pengernbaliar kelebihan.
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Ayat (4) Tata cara penghitungar dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur
dengal atau berdasarkan pemturan Mentei Keuangan,

Penielosan Pasal ll
Ayat(l) Jika setelah diadakan penghitugan jumlah pajak yang sebenarnya terutang

dengan jurnlah hedit pajak menunjukkan jumlah selisih lebih (jumlah kedit pajak
lebih besar daripadajumlah pajak yang terutalg) atau telah rlilakukan pembayaran
pajak yarg seharustrya tidat telutang, Wajib pajak beftak uutuk Eeminta kembali
kelebihan pembayaran pajak, dengan catataD Wajib pajak tersebut tidak
mempunyai utang pajak.

Dalarn hal Wajib pajak masih mempunyai utang pajak yang meliputi semuajenis
pajak baik di pusat maupun cabang,gabangnya, kelebihan pembayaran tersebut
harus diperhitturgkan lebiL dahulu dengan utang pajak tersebut dan jika masih
terdapat sisa lebih, dikembatikan kepada Wajib pajak.

Ayat (2) u[tuk menjamin kepastian hukum bagi wajib pajak dan keteltiban administasi,
batas vvaktu pengembalian kelebihan pembayaran pajak ditetapkan palirg lama 1

(satu) bulan:

a. Unhrk Surat Ketetapan pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (l), dihituog sejak tanggal diterimanya permohonan tertulis
tentang pengembalian kelebihan pembaya.ran pajak;

b. Urtuk Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (2) dar Pasal 178, dihitung sejak tanggal penerbitan;

c, Untuk Suat Keputusan Pengembaliar Pendahuluan Kelebihao pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal I7C dan Pasal 17D, dihituog sejak

targgal pelle itan;

d. Untuk Sruat Keputusarr Kebelatan, Suat Keputusan pembetulaa, Surat

Keputusan Pengurangan Sarksi Administrasi, Sulat Keputusan penghapusan

Sarlksi Administrasi, Surat Keputusan Penguraogan Ketetapan pajak, Swat
Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajalq atau Surat Keputusan pemberian

Imbalan Bunga.Cihirulg sejak tanggal penerbitan;

e, Unh.rk Putusan Bandilg dihitung sejak diterimanya putusan Banding oleh
I(aDtor Direktorat Jendeml Pajak yang berweDang melaksanakan putusan
pengadilan; atau

f. Unt* Putusan Peninjaunn Kembali dihitung sejak diterimanya putusan

Peninjauan Kembali cleb Ka.ntor Direldorat Jenderal pajak yang berwenang

melaksanakan lutusan pengadilan saropai dengan saat diterbitkan Surat
Keputusan Pengembalian Kelebihan pembayaran pajak.
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Ayat (3) Untuk menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban bagi Wajib pajak melalui
pelayanan yang lobib baik. diatur bahwa setiap keterlambataa dalam
pengembaliaa kelebihaa pembayaran pajak dad jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), kepada Wajib pajak yang bersangkuran dibe kan
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung sejak berakhirnya
,:C\?:** I (satu) butan sampai dengan saat dite.bitkan Swat Kepurusan
Pengembalian Kelebihan pembayaran pajak.

UU KUP memberikan pengahuan mengenai sistem administrasj perpajakan yang meliputi
penetapau pajak, tata cara pemungr;ta-1 pajak, dan kelebihar pembayaran pajak dengarl
meog$makan sistem self assessment system yang dalam hal ini sedasar dengan reformasi
perpajakan yang rnengatw me[genai sistem pembayaran pajak daerah secara elektronik,

Undaug-Undang No.28 tahun 2009 tentsng pajak
(Lembaral Negara Republik Indotreiria TahuE
LeEbaraD Negara Republik Indouesia NoItror 5049)
Ienis Pajak

Pasol 2 avat (2):

Jenis P8jak kabupaten/kota terdiri atas:

Pajak Hotel;

Pajak Restoran:

Pajak Hiburan;

Pajak Reklame;

Pajak Peneranga.n Jalarr;

Pdjak Mineral Bukan Logam dan Batua-n;

Pajak Parkir;

Pajak Air TanaI;

Pajak Sarang Burung Walet;

Pajak Bumi daa Bangunan Perdesaan dan perkotaan; dan
Bea Perolehan Hak atas Tanah darr Bangunan.

Daerah dan Retribusi Daerah
2009 Nomor 130, TaEbshan

a.

b.

c.

d.

e,

i

h.

i.
j.

k.

PENETAPAIi DAN MUATAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH
TENTANG PAJAK

Pasal 95

Ayat (1) Pajak ditetapkar dengan peraturan Daerah.

Ayat (2) Peratuan Daerah tentTg pajak lidak berlaku surut.
Ayat (3) Peratua[ Daerah tenrang pajak paling sedikit menganu ketentnan mengenai:
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a. nam4 objek, dan Subjek pajak; b. dasar pengenaan, tarif, dan cara
paja! c. wilayah pemungutau d. Masa pajak; e. penetapan;
pembayaran dan penagihan; g. kedaluwarsa; h. sarksi admirisEatif;
mulai berlakunya.

penghitungan

f. tata ca.ra

dan i. tanggal

B4scL25-:
Ayat (1)

Ayat Q)

Ayat (3)

Tata Cara Pemungutar

Pemungutai Pqjak dilarang diborongkan,
Seiiap Wajib Pajak wajib mempayar pajak yang terutang berdasarkan surat
ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib pajak berdasarkan peratura!
perundaog- undangan perpajakan.

Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan
Kepala Daerah dibayar dengan merggulakan SKPD atau dokumen lain yang
dipersamakan,

Ayat (4) Dokumen lain yang dipersamaka| sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa
kaJcis dar nota perhitungan.

Ayat (5) Wajib Pajak yang memenuhi kewajibar perpajakan sendiri dibayar dengan
menggunakan SPTPD, SKPDKB. dar/atau SKPDKBT.

Pasal 98 :

Ketentuan le.bih lanjut mengeoai jenis pajak yaog dapat dipuogut berdasar(an penetapJ
Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib pajak dan ketentuan latnnya berkaitan dengan
pemungutan Pajak diatur dengan Peraiumn pemerintah.

Pasal99 :

Ayat (l)

Ayat (2)

Keterkaitar antara fru KUP dengan Perda sistem pembayaral pajak daerah secara elektronik
memberikan pengaturan mengenai sistem administrasi perpajakan yang meliputi penetapan
pajak, tata cara pemungutal pajak, dan kelebihan pembayaran pajak ha1 mana dengan
menggunakan sistem .ref aJjes.rl}7ent system yarg dalam hal ini sedasar dengan reformasi
perpajakan yang mengatur merrgenai sistem pembayaran pajak daeral secara elektronik.
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Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain

SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud

ayat (5) diatur dengan Peratural Kepala Daerah.

Ketentuan lebih lanju, mengenai rara cara pengisian

dokumen lain yarg dipelsamakan, SpTpD,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3)

Peraturan Kepala Daerah.

ya:rg dipersamakan, SPTPD,

dalam Pasal 96 ayat (3) dar

dan penyampaian SKPD atau

SKPDKB, dan SKPDKBT

dan ayat (5) diatur dengan



Undarg-Undang No. 25 Tahun 2009 tetrtang Pehyanatr pzDlif (Lenbaratr Negara
Republik Indonesia Tahu! 2009 NoEor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
ItrdoDcsia Nomor 5038),

Pasal I ansks 1:

Pelayana-n publik ada.lah kegiatan ata.r rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan

kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundaagan bagi setiap warga negam
dan penduduk atas barang, jasa, dan/atar.: pelayatan administlatif yaog disediakal oleh
penyelenggara pelayanan publik.

Pasal 4 :

Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskanl

a. kepentingan umu&;

b,kepastian hukum:

c,kesamaan hak;

d.keseimbangan hak dan kewajibnn;
e.keprofesionalan;

i partisipatit
g.persamaan perlakuan/tidak diskiminatif,
h.keierbukaan;

i. akuntabilitas;
j. fasilitas dan pertakuall khusus bagi ke]ompok renlan;
k.ketepatan waktu; dan

l, kecepatan, kemudshaD, dan keterjargkauEn,

Pasal6:

(l) Guna menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan fembina dan
penanggung jawab.

(2) Pembina sebagaimaua dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. pimpinan lembaga negara, pimpjnan kementedan, pimpinan lembaga pemerintah

nonkementeriaq pimpinan lembaga komisi negara atau yang sejenis, dan pimpinair
lembaga lainnya;

b. gubemur pada tingkat provinsi;

c, bupati pada tiagkat kabupaleD; dan

d. walikota pada tingkat kota.

Pasal T:

(l) Penanggung jawab adalah pimpinan keseketariatan lembaga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (2) arau pejabat yang ditunjuk pembina.
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Berdasarkan ketentuan teEebut di atas, maka keterkaltan antara lru No. 25 Tahun
2009 dengan Perda sistem pembayaran pajal daerah secara elektonik yakni landasaa
penyelenggaraan sisrem pembaye.ran pajak daerab secara elektronik oleh pemerintah Kota
Surabaya harus sedasa dengan asas-asas penyelenggaraan pelayana.n publik. Asas tersebut
selaras dengan asas umum penyelenggaman negara sebagaimana diatur dalam Undarg_
Uadang No. 28 tahun 1999 dan asas penyeleuggara pemerintahan sebagairoana diatur dalam
W No, 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daelatr.

Undar.g-Uudaog NoEor 43 Tahutr 2009
Republlk Indonesi. Tahun 2009 Nomor I52,
IndoDesia Nomor 5071)

Konsidpran:

tenta[g Kearsipan (Lemberatr Negare
TambahaD Lembaran Negaro Republik

yang baik dan bersih, serta
kearsipan di lembaga negara,

organisasi politik, organisasi
suatu sistem pcnyelenggaraaa

balwa dalam menghadapi taltanga]r globalisasi dan mendukung terwujudnya
penyelenggaraan negara daD klususnya pemerintahan
peEingkala kualitas pelayana! publik, penyelenggaraan
pemerintalan dacrah, Iembaga pendidikan, perusahaan,
kemasyarakatan, dan perseorargan harus dila.kukan dalam
kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu;
Pasal3:

Penyelenggaraan kea.sipan bertujuan uotuk:
h. meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaaa dan pemarfaatar arsip yang

autentik daII terpercaya.

b. keautentikan dan keterpercayaan;

c. keutuhan;

d. asal vsul (principle olproyenance\:
e. atwa\ asl:t Qrihciple oloriginal c'r:derl;
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Yang dimaksud dengan ,,meningkatkaD 
kualitas pelayanaa publik,, adalah penyelenggaraan

kearsipan yang komprehensif dart terpaclu dengan dukungan sumber daya manusla yang
profesional serta pmsamoa dan sarana yang memadai akan meningkatkan kualitas pelayana[
publik dalam memanfaatkan arsip yang dibutuhkan melalui ketersediaan arsip yang faLtual,
utuh, sistematis, autentik, terpercaya, dan dapat digunakan.
Asas

Pasal4:

Penyelenggaraan kearsipa.n dilaksanakan berasaskan:
a. kepastia! hukum;



l.

j
k

l.

keamanan dan kesela-matan;

. keprofesionalan;

. keresponsifan;

keantisipatifaii;

kcpartisipatifan;

. akuntabilitas;

kemadaatao;

m. aksesibilitas; dart

n. kepentingan umum,

Pasal34:

(1) Negara menyelenggarakan perlinduogan dan penyelamatan arsip sebagaima.na

dimaksud dalam Pasal 7 huuf g, baik terhadap arsip yang keberadaanya di dalam

maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bahan

pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan berflegara untuk

kepentingar negara, pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat,

(2) Negara secara khusus memberikan l,elindrurgan dan penyelarnatan arsip sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan kependudukan, kewilayahan, kepulauan,

per$ahsan, perjanjian internasional, kontrak karya, dan masalah-masalah pemerinlahan

yang strategis.

Bahwa keterkait€ir antara UU No. 43 Tahun 2009 detrgal Perda sistem pembayaran pajak

daerah, secara elektronik adalah kewajibar negara dalam mewujudkan sistem

penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu sebagai bagian dari

penyelenggaraan pelayanal p':blik ),ang terbaik dengan mendasarkan pada asas

penyelenggaraan kearsipan sebagaimana tertuang dalan Pasal 4 undang-undang ini.

Uudang-Undang Norror 11 Tahun 2008 tetrtatrg I[formasi datr Tratrsaksi Elektrorik
(Lembarau Negara Republik Itrdotresia Tahun 2008 NoEor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

Pasal3:

Pemanfaatan Teknologi Infolnasi dan Transaksi Elektronik dilaksaaaka.n berdasarkan asas

kepastian hukum, manl-aat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih tekrologi atau

netral teknologi,

Pasal 4:

Pemanfaatan Teknologi Informasi da:r Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan

urtuk:

a. Mencerdaskan kehidupan baagsa sebagai bagian dari masyarakat idormasi dunia;
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b,Mengembangkan perdagangan dan perekonomiar nasional dalam rangka meningkatkan
kes€jalteraan masyaralet;

c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaya.nan publik;

Bahwa koterkaitan antara UU No. 11 Tahuo 2008 dengan Perda sistem pambayaran pajak
daerah seoara elektronik adalah tujuan pemanfaalan Teknologi Informasi dan Transaksi
Elektronik dilaksarrakan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi
pelayanan publik sehingga tercipta sistem pelayanrur publik yang terpadu dan komplehensif.

Undaug-Uudaug Nomor 14 Tahun 2008 tentaDg KeterbukaaE Informasi publik
(Lembaran Negare Republik ItrdoEesia Tahuo 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Iudoresia Nomor 4846)

Konsideran Menimbans :

a. Bahwa ha\ memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan
informasi publik merupalan salah satu ciri pcnting negam demokraris yang menjunjung
tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;

b. Bahwa ketetbukaan infomasi publik merupakao sarana dalam mengoptimalkal
pengawasa! publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan publik lainnya dan

segala sesuatu ,vang berakibat pada kepentingan publik;
Pasai 2l
(t) Setiap Informasi Publik belsifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna

Informasi Publik.

(2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas,

(3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi publik

dengan cepat dan waktu, biaya ringal, dan cara sederhana.

(1) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang,

kepaturan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi

yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat seda setelah

dipertimbangkan dengan saksama bahwa rireNtup Informasi Publik dapat melindungi
kepentingan yang lebih besar dnripada membukanya atau sebaliknya.

Penielasan Umum:

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang tgrbuka adalah

hak publik untuk men'rperoleh Infomasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keberadaan Undarg-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat perrting sebagai

Iandasan hukum yartg berkaitan dengan (1) hak setiap Orang unhrk memperoleh Informasi;
(2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permhtaan Informasi secara cepat,

tepat waktu, biaya ngan/proporsional. dan cara sederhaoa; (3) petrgeaualian beEifat kelat
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dan teibatas; (4) kewajiban Badan puhlik untuk membenahi sistem doku[entasi dan
pelayanan Lnformasi,

Dengan membuka akses publik terhadap lnformasi diharapkal Badan publik yang.

berwelatrg dalam pengelolaan sistem pembayamn pajak daerah secara elektronik

termotivasi u!tuk bertanggtug jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-
balknya. Denga! demikisl, hal ltu dapat memperoepal perwujudan pemerintahan yalg
terbuka yang merupakan upaya stlategis $encegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme

(KK19, dan terciptanya kepemerintahaa yang baik (good govemance).

Undang-Urdallg Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perotural Perundang-
utrdatrgan (Lembarau Negara Tahun 2011 Nomor 82)

Bahwa asas yang digunakan perahuar daerah selaras deogao asas dalah pembentukan

perahuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalarn Undang-Undang No. 12 Tahun

201 I tentang Pembentuka[ Peraf,rran Pelundang-undaagan

Pas.l6
(l) Materi muatan PeratuIall Perundang-undangarr harus

mencerminkan asas:

a. pengayomar;

b. kenra.rusiaan;

c. kebangsaa.n;

d. kekeluargaar;

e. kenus?trtqaan;

f. bhinneka tunggal ika;

g. keadilan;

h. kesamaan kedudukan dalam hukum danpemedntahan;

i. ketertiban dan kepastian hukum; dar/atau

j. keseimbangan, keserasian, daD keselarasan.

Bah\ya keterkaitan antara UU No. 12 Tahun 2011 deDgan Perda sistem pembayaran iajak
daeral secara elektronik adalah asas yang terkandung dalam lnuatan materi peBturan

peratual perundang selaras dengan asas yang nendasad Peraluan Daemh Kota Surabaya

tentang sistem pembayaran pajak daerah secala elektronik.
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Peratura! Pemeritrtah Republik Indonesia Nomor 6g Tahun 1999 teEtaog Tata Cara
Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam penyelenggaraau Negara (LeEbaran
Negara Republik Indonesiq Tahun 1999 Nomor 129, Tamboha,n Lembaraa Negara
Republik Indonesia NoEor 3866)

Pasal 1 aEeka 2i
Peran Eerta masyalakat adalah peran alitif masyarakat untuk ikut serta mewujudkaD
Pe[yelenggaE Negam yang benii dan bebas dari korupsi, kolusi, dEn nepotisme, yang
ditaksanakan denga.o menaati norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku datam
masyarakal.

PERAN SERTA NIASYARAKAT
Pasal2:

l. Peran serta masyarakat dalam penyglenggarium negara untuk mewujudkan
PeDyelenggarann Negara yang bersih dilaksanakan dalam bentuk:

a, I-Iak mencali, mempercleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraaa

negara;

b. Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari Penyelenggara Negara;
c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap

kebijakan Penyelenggara Negara; dan

d. Hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal:
I . Melaksanakan ha.knya sebagaimana dimaksud dalam huuf a, b, dai c
2. Diminta hadi! dalarn proses Penyelidikan, penyidikan, dan disidang pengadilan

sebagai saksi pelapor. saksi, atau saksi ahti, sesuai dengan ketentuan peratuEn

perundaag-undangan yang berlalfl+.

2. Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

penh[an penndang-undangan yang berlaku dengan menaati norma agama dal norma

sosial lainnya.

PP No. 68 Tahun 1999 erat kaitanDya deogaa perda tentang sistem pembayaran pajak

daerah secara elektronik yang lnensTaratkan peran serta masyamkat untuk mewujudkan

hak dar tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggara.m negara yang bersih,

diwajibkan dalam bentuk antara lain, mencali, memperoleh, dan memberikan data atau

mengenai in$ounasi penyelenggan negara, Can haL metryampaikar saran darl pendapat

secara bertanggu[g jawab terhadap kebijakan penyelenggara negara. Sesuai dengan prinsip

keterbukaan dalam negara demokasi yang mengharuskan Penyelenggara Negara

men.buka diri terhadap hak masyarakar r,mruk memperoleh informasi yang binar, jujur, dan

tidak diskriminatif mengenai Penyelenggara Negara,
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Peraturan Pemeriltah Nomor 79 Tahun 2005 tertarg pedoman pemUinaan dan
Pengawasau teEyelenggsraar pelDerintahan Daerah (I_embarau Negara Tahun 2005
Nomor I65, Tambahan Lenrbaran Neqara Nomor 4593)
Pasal I anska J:

Pembinaan atas penyelenggaraan pemedntahao Daeral adalal upaya
Pemerintah dan/atau Gubemur selaku Wakil pemerintah di dae.atl
tercapainya tujuan petyelenggaraan otonomi daerah,

yang dilakukan oleh

untuk mewujudkar

Pasal I angka 4:

Pengawasan atas ponyelenggajaan pemerintahaa Daerah adalah proses kegiatan yang
ditujukar untuk menjamin agar pemerintahan Dae*h bedalan secara efisien dan efektif
sesuai dengal rencana dan ketentuan perah[an perundang_undargan.

PEMBINAAN
Pasal2:

(1) Pembinaan atas penyerenggaraan pemerintahan Daerah d aksaoakan oreh pemerintah
yangrmeliputi:

a. koordinasi pemerintahan antar susumn petnerinlahan;
b. pemberiall pedoman dar standar pelaksaBan urusao pemerintahan;
c, pemberiau bimbingan, supervisi dal konsr.+ltasi pelaksaraan urusan pemerintahar;
d. fendidikan dan pelatihan; dan

e. perencanaar, penelitian, pelgembiurgan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan
pemerintahan.

Pasal S:

Pemberian pedoman dan standar pelaksaman urusan pemedntahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) huuf b melcakup aspek perencanaal, pelaksanaan, tata laksa[a,
pendanaan, kualitas, pengendalian dan pcrgawasan.

Pasal6:

(1) Pedoman dan standar urusan Peme ntahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5
disusul oleh Mented Negara./pimpinan Lembaga pemedntah NorI Dopartemen sesuai
dengan fungsi dan kewenalgannya.

(2) Penyusunan pedoman dan standar urusan pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkar sesuai dengan penfinan perundaug_undangan sete)ah
dikoordinasikan dengan Mented.
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Pasal 7:

Pembedan bimbingan, supcrvisi, dan konsultasi pelaksanaar urusal pemednta.ban
sebagaimana dimaksud dalarn pasd Z ayat (l) huruf c mencakup aspek peratrcaraan,
pelaksanaan, tata lalsana, pendanaan, kualitqs, pengendalian dan pengawasan.
Pengawasan Pelaksanaar Urusan pemerintahan di Daerah
Pasal20:

Pengawasan pelaksanaan ulusan peme ntaha[ di daeral meliputi:
a. pelaksanaan urusan pemerintahao di daerah provinsi;
b. pela.ksanaaa urusan pemerintahan di daerah kabupaten&ota; dan
c. pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Pasal22:

Pelaksanaan u$usan peEerintahan di daerah kebupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 huufb terdiri dari:
a. pelaksaman urusaa pemerintahan dr daerah yang bersifat wajib;
b, pel,-rksanaan urusan pemerintahan di daerah yaag bersifat pilihan; dan
c. pelaksanaa.n urusan perneriltahan menuut tugas pembantuan.

tc$Ug
l, Pengawasa.n terhadap urusan pemeiEltahal di daerah dilaksana]sr oleh Aparat

Pengawas Intem Pemerintah sesuai deD€an futrgsi dan kewenangarmya.
2, Aparat Pengawas lntem pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah

Inspektorat Jenderal Departemen, Unit pengawasan Lembaga pemerintah Non
Departemen, Iaspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

3. Pelaksanan peogawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat
pengawas pemerintah.

4. Pejabat pengawas pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh
Menteri,Menteri Negara,Pimpinan Lembega pemerintah NorI DeparteEren ditiDgkat
pusat, oleh Gubemur ditingkat provinsi, dan oleh Bupati^Valikota ditingkat
kabupateD,4@ta sesuai dengal peratuan perundang_undangan.

5. Tata cara dan persyaratan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dal peningkatan
kapasiras pejabat pengawas pemerintah daerah diahE dengan perahxan Mented.

Bahwa keterkaitan antara PP No. 79 Tahun 2005 dengan perda sistem pembayaran pajak
daerah secara elektronik adalah mengenai kewenalgan atas pem6inaan dan pcngawasan
penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintahatr daerah dalam rangka menjamin agar
Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien daD efektif sesuai dengan rencana dan
ketentuar peraturao perundang-undangan,
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Peraturan Pemerintah Nomor 3g Tabun 2007 tertatrg pembagian UrusanPeneritrtahar a[tara pemerintah, pemerirtahan Daerah provinsi, dat iemerintahau
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nouor g2 Ta,baha,
LeEbaratr Negara N omor 4j3j);

Keientuetr Pasal 6 dan pasal

Urusa[ Peme ntatEn antara

Daerah Kabupatent(ota

7 Pemtuan PeDerirtBh No 3g Tahrm 200? tertang pembagial
Peruerintah, Pemerintahan Daemh provinsi, dan pemerintalan

Pasal6:

(l) Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahaa daerah kabupaten&ota me[gatur darmengums urusan pemerintahan yang berdasarkan kiteria pembagian ulusar
pemerintahan sebagaimana djmaksud clalarn pasal 4 ayat (1) menjadi k"*".,_rralorru.

(2) Urusan pemerintalan sebagalmana dimaksud pada ayat (l) 1erdi atas urusan wajib dan
urusan pilihan.

Pasal7 PP 38/2007:
(l) Urusan wajib sebagaianna dinraksud dalam pasal 6 ayat (2) adalal urusan

pemeriotahar yang wajib diserenggarakan oreh pemerintahan daerah provinsi dan
pemerintahan daerah kabupaten&ota, berkaitarl dengan pe]ayanan dasar.

(2) Urusa:r wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
Pendidikan:

Kesehatan;

Lingkungan Hidup;

Pekerjaan Umum;

Penataan Ruang;

Perencanaan Pembangunan;

Perumahan;

Kepemudaan Dan Olah Raga;

Penalaman Modal;
Koperasi Da.n Usaha Kecil Dal L{enengah;
Keperdudukan Dan Catatan Sipil;
Ketenagake{ aan;

Ketahalan Pangan;

Per,rberdayaan Perempuan Dal perlindunga.n Anak;
Keluarga Bererrcam Dan Keluarga Sejahtera;

p. Perhubungan;

q. Komunikasi Dan InJorrnatika;
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r. Pertanahanj

s, Kesatuan bangsa darl pclitik dalam negeri;
t. Otcoomi daerah, pemerintahan umum, administms.i keuangan daerah, perangkat

, daerah, kepegawaian, dan persardian;

u. Pemberdayaan masya,akat dan desa;
v, Sosial;

w. Kebudayaan;

xl statistik;

y. Kearsipan;daa perpustakaan.

Bahwa ketentuau PP No. 38 Tahun 2007 sangat jelas mengatur limitasi kewenaogan
Peme ntah dar Pemerintah Daeralr dalam urusan penyelenggaraan pemerintalnn khususnya
penyelenggaraan pelayanan pub)ic daiati largka pengelolaan sistem pembayaran pajak
daerah secara elektlonik. Oleh karecanya ketentualr tersebut digunakan sebagai pedoman
dalam pgmbentulan Peraturan Daerah tentalg sistem pembayarar] pajak daerah secara
elektronik di Pemerintah Kota Surabaya.

Peraturan Pemeriutah No, 41 Tahun 2007 tentalg peralgkat Daerah (Lembarau
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 NoEor 89, Tambahar Lembaran Negrra
Republik Indotresia Nouor 4741)

Pasal 1 anska 2j
Pemerintahan daerah adalah penyelenggararln unLsan pemerintahan oleh pemerintah daerah
dan DPRD menurut asas otonomi dan tug?s pembantuan dengan priDsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dar prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undalg-lJndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 12:

(1) Inspektorat merupakal unsur pengawas penyelenggaraan peme ntahan daerah.

(2) In;pektorat mempunyai tugas melakukan penga!4.asan terhadap pelaksanaan urusan
pemerintahan di daerah kabupaten/kota, pelaksanaan pembinaan atas penyilenggaraan
pemerintaha.n Desa dan pelaksanaan r[usarl pemerintahan Desa.

Dinas Daerah'l

Pasal l4:
(1) .Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.

(2) Dinas daeral mempunyai tugas melaksar"tr, ,-r"" ,"-"rirofran daerah berdasarkalt
asas otonomi dan tugas pembantuan.
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(3) Pada dinas daerah dapat dibennrk unit pelaksana tekris dinas untuk melaksanakan
sebagian kegiatan teknis opcrasional dan/atau kegiatan tekris penunjang yang
memputyai wilayah kelja satu atau beberapa kecamatzr. 

I

Lembaga Teknis Daerah

Pasal l5:
(1) Lembaga teknis daerah merupakal ursur pendukung tugas kepala daerah,
(2) Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan penyrsruan dan

kebijakan daerah yang bersifar spesifik.
pelaksanaan

(3) Lembaga leknis daerah dalam metaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2
menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kcbijaka[ teknis sesuai deugan lingkup tugasnya;
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraaa pemeddtahan daerah sesuai dengan

lingkup tugasnya;

c. pembinaaa dan pelaksanaar tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d. pelaksanaan tugas lairr yang diberikan dleh buparvwalikota sesuai dengan tugas dan

fungsinya,

(4) Pada lembaga teknis daerah yang berbentuk badan dapat dibentuk unit pela*sana teknis
todentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dar/atau kegiatan teknis
penunjang yang mempunyai wilayah keda satu atau beberapa kecamatatr.

Pasal l9:
(l) Besaran organisasi perangkat daerah ditetapkai berdasalkan variabel:

a. jumlah penduduk;

b. iuas wilayah; dan

c. jumlah Anggaran Pendapata.n dan Belalja Daerah (ApBD).

Pasal22:

(1) Penyusuoan organisasi perangkat daerah berdasarkan pertimbanga.n adanya urusan
pemerintahan yang perlu dirangad.

(2) Penanganan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat I tidak harus dibentuk ke dalam
organisasi tersendiri.

(3) Dalam hal beberapa urusan yang ditangani oleh satu perargkat daerah, maka
penggabunga:rnya sesuai dengan pgrumpunan urusan pemerintahan yang

dikelompokkan dalam bentuk dinas dan iembaga teknis daerah.

Ketentuan PP No. 41 Talun 2007 menegaskan pengaturan metrgenai pengawasan terhadap
penyelenggaraan pemerintahal daerah yang dilatukan oleh inspeldorat dalam rangka
mewujudkan pemeriutahan daerah yang betsandarkaa pada asas go od goverfiance.
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P€raturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahuu 2006 tentang pedomatr petrgelolaatr
Keuauga[ Daerah sebagaimana telah didbah kedua kali detrg&tr peraturatr Me[teri
Dalau Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Azas Umum Pengelolaan Keuaogan Daerah
Pasal4

(l) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peratulan perundang_unda.ngan,
efektif, efisien, eko[omis, tmrNpardn, dan beftanggung jawab dengan memperhatikan
azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyamkat.

(2) Secara te(ib sebagaimara dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keualgan daerah
dikelola secara tepat waktu den tepat guna yang didukung dengan buktibukti
administasi yang dapat dipertanggungjawabkan. 

l(3) Taat pada peratuan perundang-undangan sebagaimaaa dimaksud pada ayat (l) ada.lah
bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpe.doman pada peraturan peruldang_
undangan.

(4) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peneapaian hasil program
dengan target yang telah ditetapkan, yaitu deDgar cara membandingkan keluaran
dengan hasil.

(5) Efisien sebagaimana dioaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluamn yang
maksimum dengan masu*an teltentu atau pengguraan masukan terendah untuk
mencapai kelua.r.an tertentu.

(6) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayal (l) merupakan pemerolehan mesukan
deingan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

(7) Transparan sebagaimana dimaksud pada dyat (l) merupakan prinsip keterbukaan yang
memungkintrian masyarakat unluk mengetahui dan mendapatkan akses informasi
seluas,luasnva tentang keuangM daerah. .

(8) Bertanggug jawab sebagairnana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan
kewajiban seseornog untuk mempefianggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian
sumber daya dan pelaksaoaan kebrjakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka
pencapaian tujuan yatg telah ditetapkan.

(9) Keadilan sebagaimana dimaks,rd pada ayat (l) adalah keseimbangan distribusi
kewenangan dan pendanaaurya dan/alau keseimbangan distribusi hak dan kewaiiban
berdasarkan pertimbangau yang obyektil

(10) Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah tindakan atau suatu sikap yang
dilakukan dengan wajar dan proporsional.
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(11) Manfaat untuk rrasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwakeuangan daemh diutamakan untuk pemen*_ U"O"r*_ ,^r**ui
Bahwa ketentuan ini mengatur pengelolaan keua.ngan Caerah harus ""** O"nr_ 

^^-u"^umuar pengelolaan keuangan daerah, yemg Eenjadi pijakan dalam pengelolaan keuangar
daeratr dalam kerangka penyerenggaraao pelayanan public berkaita; de[gan sistempembayaran pajak daerah secara elekronik di pemerintah fotu s*Juyu. irfu_ Ua ioiapabila administrasi perpajakan riaerah sedasar dengan pri_o.isp good gooernance sehurgga
keuangan daerah dapat dikelola secara tertib, faat pada peratuan ferundang_unaangaa,efektif, efisien, ekonomis, transparar, dan bertanggug jawab a"ng* -"-p"rfrutitur, azu.
keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyaral(at,

Peraturan Mentcri DalaE Negeri NoDor 53 Tahuu 20ll
Pembentukan Produk Hukum Daerah @eriia Negara Tahun 20ll

tentang PedomaIr
Nomor 694)

daerah perlu dilakukan
terencana, terpadu dan

Konsiderar Menimbang:
t'ahwa dalam rangka tertib administrasi pembentukan produk hukum
penyeragaman prosedur penytsunan produk hukum daerah seoara
terkoordinasi;

Pasal3i

Produk hukumrpaerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 hwufberbentukr
a. Perda atau nama lainnya;
b. Perkada; dan

C, PB KDH. I

Pasal4:

Perda sebagaimala dimalsud dalam pasal 3 hurufa terdiri atas:
a. Perda provinsi; dan

b, Perdakabupate!,&ota.

Pasal Ti

Produk hukum daerah sebagaimana drmaksud dalam pasal 2 huruf b berupa keputusan
kepala daerah.

PERENCANAAN

Pasal 8

(1) Eenlusunan Prolegda dilaksanakar oleh pemeriatah daerah dan DpRD
(2) Penlusunan Prolegda sebagaimana ciimaksud pada ayat (1) berdasarkao atas:

a. pe ntah peraturan perundang_undangan lebih tinggi;
b. rencana pembangunan daerah;
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c. penyelcnggaraan oto[omi daerah dan tugas pembantuan, dand aspirasi masyarakat daerah.
Ba}wa keterkaitan antara peraturan ini dengan perda sistem pembayarar pajak daeral secaraelektronik dalarn Engka renjb administlasi pembentukan p-d* h;; daera.h perlu

litti^::ll:*t:an. prosedu pen)rsunan produk hukum daerah secara rerencana,rerpaou oan terkoordirlasi, sehingga pembentukan perda sistem pembayaran paja]< daerah
secara elekkonik ini komprehensif asas ya[g terkandung dalam muatan materi peratwanperundang-uodaagan sebagaimana diahr dalam uu No. 12 Tah.,,, z0lr tentang
Pembentukan Peraturan perundang_Undargan.

PeraturaD PeEeriotah No, 96 TahuE 2012 tentatrg pelaksaraatr UU No, 25 Tahuu 2009
tentang Pelayanan pubrik (LembaraD Negaro Repubrik IDdouesia Tahuu 2012 Nomor
215, Tambahan Lembaran Negara Republik Itldonesia Nornor 5357);
Pasal 1:

Anpka l:
Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiahn dalam ralgka pemenuhan
kebutuhan pelayana! sesuai dengajr peraturan pertuda.ug_undangan bagi setiap warga negara
dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan 42dministrativelang iiseaiakan oleh
penyelenggara pelayanan publik
Anska 2:

Penyelenggara Pelaya.nan publik yang seiarjutlya disebut penyelenggara ada.lah setiap
institusi penyelenggara negara, korpomsi, lembaga indepeflden y*g oiu-"rrtut berdasarkarl
Undang-Undang rmtuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk
semata-mata uohtk kegiatan pelayana[ publik.
Anska 5:

Stardar Pelayanan adalal tolok ukur yang diperyunakan sebagai pedomaa penyelenggaraan
pelayanan publik d1 acuan peailaia"l hralitas pelayanan sebagai t"*u.jlU_ a* junli
penyelenggararkepada masyarakat daiam rangka pelayanan yang bgrkualitas, cepatj mudah.
tedangkau, dan terukur.

Ansks 9:

Sisteu pelayaran teryadu merupakan satu kesattan pengeloJaan Oalam pemberia|
pelayatan yaDg dilaksanakan dalam s:
manajemen suna me'o""",o*, ,o"#.:ll,'0";oi1,ffi"#ff1 

sistem peDsendatian

Anska 10:

Pelayana, Berjenjang adarah penyerenggaraan perayanaD yang dilaksanakan secarabertirgkat dengat menyediakao kelas-kelas pelayanan yang air"rrJtuo Oengan tebutulan
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masyarakat untuk memberikan pilihan kepada masyarakat pengguna pelayanan dengan tetapmemperhatikan prinsip keadilan dan proporsionalitas,

RUANG LINGKL-P PELAYANAN PUBLIK
Pasal3 :

Rua.rg li[gkup pelayanan publik ineliputi:
a. pelayanan barang publik;
b. pelayanan jasa publik; dan
c, peleyanan administratif.

Materi muatan perahnan pemerjntah ini mencakup ruaag lingkup pe[ye]enggar4
sistem pelayanao terpadu, pedoman peryusunan Standar pelayanan, proporsi akses dankategorir kelompok Masyarakat dalam pelayanal Berjenjang, dan 

'psngikutsertaan

Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanaii futtt. nuanf Ingtup'p.oy"l"ogg*u
Pelayanan Publik merupakan salah satu aspek penting yang perlu dijabarkan agar tidakmenimbulkan kerancuan dalarn peneraparurya,. terutanu berkaitan dengan penyelenggara
Pelayanan Publik oleh badan hukum lain yaag melaksanakan Misi Negaral

Keterkaitan pp No, 96 TaI:luA ZOl2 dengan perda sisrem pembayaran palak daeral
secara elekbonik ini dalam rangka mempermudah dao mernpercepot pelayalan kepaday::l**" dapat dibentuk sistem pelayanan rerpadu, Sisrem p"t"yun* i"rpua, puauhakikatnya adalah menyederhanaka.n mekalisme pelayanan sehingga kenanfaatEnnya
benar-benar dirasakan oleh Masya$*at. Artinya, sistem ini diadakan buk^ h_ya k*unu
adanya peratuan perundang-undangan yang mewajibkan, tetapi lebih kepada seberapa jauh
sistem pelayanan terpadu tersebut dapat menghasilkan pelayanan yaDg lebih oudah,
sederhara, cepat, murah, dan tertib dalam administrasi pelayanan.

Peratural Merteri peDdayaguDaatr Aparahrr Negara dan
Republik Indolesia No. 36 Tahun 2012 tentaug petunjuk
Petretapan dan petrerapan Standar pelayanan

Ruang lingkup petunjuk tekr.is ini meliputi: penFrsuran, penetapan,dan penerapan
standar pelayanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 teniang pelayanan
Publik. Dalam menlrsun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan dilakukan dengan
memperhatikan prinsip:

1, Sederhana. Standar peiayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah
dilaksanakan, mudal diukur, denga.n prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi
masyarakat maupun penl elenggara.

Refonuasi Birokrasi
Teknis Penyusunan,
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2. Konsistensi. Dalam penyusunal dan peoerapan standar pelayanan harus memperhatikan
ketetapan dalam mentaati waktu, piosedur, persyamtan, O- p"n"tupun Uifu p"luy_anyang tedargkau.

3, Partisipatif. Penlusulan Standal pelayanan dengan melibatkan masyarakat daD pihak
terkait untuk membahas bersama dan me[Capatkan keselarasan atas dasa.r, kornitmen
atau hasil kesepakatan

4, Akuntabel Hal-hal yang diatur dalarn sttutdar pelayanan harus dapat dilaksanakan dan
dipertanggungjawabkan secara konsisten kepaaa pitrak yang berke;ntir;a!.

5. 
-Berkesinambungan. 

Standar pelayaoan hafts dapat berlaku sesuai lerkembangankebijakan dar kebutuhao peningkatan kualitas pelayanao. 
I

6. Tra"rsparansi. harus dapat dengan mudah diakses dan diketahui oleh sehuuh masyarakat.
7, Keadilan. Sta.Ddar pelayalar harus menjamin bahwa pelayanal yang Olber;Un Aapat

menjangkau semua masyarakat yang beibeda status ekonomi, jara.k lok-asi geogralis, danperbedaan kapabilitas ffsik dan mental,
Sebagaimana diamanatkan Undang_Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik baik yanf mernUe.ikan
pelayanan kepada masyarakat secara Ii
menerapkan, dan menerapkan*#l*:;"#Iri$#-:ilr'II"'T"iX
penyelenggarean pelayanan di lingkungan masiog_masing. Sebagai tindak lanjutpelaksanaan Undang-Undarg tersebut, diperlukan petunjuk tef,r. ,*i.*"i, ,r*or*,dan lenerapan standt pelayaran. fuknis ini dir"rkrrdk^';b"g"l *u* Uugipenyelenggara dan masyarakat dalam mentrjlur men.r,6t,n ,"- _-::_^-;
pelaya.nar 

menlusuq menetapkan' dan Eenerapkan standar
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BAB IY
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOEKONOMIS, DAN }'URIDIS

Landasan Filosofls, merupakaD pertimba[gan atau alasan ya.ng
menggambErkan, bahwa peratulan yong dibentuk mempertlnbalgkE! pandangan
hidup, kesadaran, dan cita-cita hrftum yang rneliputi suasana kebatinan serta
falsafah bangsa lndonesia yang beisumber dari pancasila Can pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indooesia Tahun 1945 Landasan
Sosiologis, rflerupakah pertimbangan atau alasan ),ang menggamba*an, bahwa
peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai
aspek.

Landasan SosioekoDomis sesungguhnya henyangkut fakta empiris
mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat, landasan
sosioekonomis dalarn kenyata.uya menyangkut faku emplris mengenai
perKemDangan masalah dalan kebutuhan masayrakar.

Landasan Yuridis, merupakan pertimbsmgan atau alasan yang
menggambarkan, baliw3 peraturan yang dibentuk untuk mengatasi kekosongan
hukum dengan mempertimbangkan peraturan yang telah ada, yeng akan diubah.
auu yang akan di(abur gunl menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan
masyarakal

A" Dasar Filosofis

Perkembaagan politik dan hukum merupakan produk sejaruh yang terus
mengalani pgrkembangan seiring dengan sejamh perkembangan umat manusia.
Dalam rangka memahami kedudukan peradilan, terlebih dahulu harus meninjau
perkembangan pemikiran politik dan hukum, yang mentiorong lahir dan
berkembangnya konsep peradilan dan hukum secara umum. Di antara pemikiian
mer.genai politik dan hukum adr,lah yang djcetuskan. oleh John Locke dalam
,buklJ]]ya Political l4/r ings yang menguraikan ide dan gagasan mendasarkan
mengenai konsep negam dao partisipasi4ya dalam pengadilan. pada prinsipnya
ide atas pe.dilan dan hukum dipahami secara rebih kontekstuar oleh John Locke
sebagai sistern yang berbeda dengaD gagasan hukum alam yang lebih abstmk.
Bagi Locke ka(akteristik utama peradilan dan hukum 

"a"f"t, 
t"rf"t"t fra"pengakuan hak yang muncul dari negara. OIeh sebab itu, bagi Locke negara

terbentuk sebagai institusi hukrm yang relatif otonom dalam me*rjuJcan
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,trr.:i^, hukum rerhadap warganetaranya. Dengan konteks krsebur, p€radilan
oan nukum secara karakteristik menegaskan fungsinya untuk melindungi hak sipil
masyarakat, sehingga terbentuk konsep masyarakat madanj yang demokath. nagi
Locke, konsep pembagian kekuasaan yallg dtsampalkannya pun menuniukka-n
model arural bemegara yang menegaskal segi aluntabilitas publik.sebenamya.
gagasan dan ide Locke mengenai peradilan dan hukum telah mengelompokkan
dirinya sebagai bagian da penggasan teori kedaulatan hukum yang aipetopori
oleh ImanDuel Kant (1724-18t4). Di dalam konsep t".."tut t"rjopui tlgo un;
dalam upaya mendorong negara terwujud atas konsep negura hukui, yaitu,
supremasi hukum, kedudukan yang sama dihaclapan hukum, dan .yaminan hak
asasi manusia. Sementara ifu, F.J. Sthal menguraikan konsep rechtsstaat yang
unsur-unsumya adalah perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia,
pemisahan kekuasaan negara, pemerjntahan berdasarkan hukum, dan adanya
peradilan administrasi.

Dalam konsep looke, kebebasan merupakan salah satu syarat mutlak
dalsrn mewujudkan kesetaraan dj hadapan negara dan hukum.Di samping itu,
rnendorong terwujudnya persam3an di harJapan hukum.Gagusan Lo"ke .err-genui
persamaan dihadapan hukum cukup unik mengingat badan yudikatif meiurut
pandangannya cukup diletakkan pada kekuasaan eksekutif. pendapatnya tersebut
menimbulkan pertanyaen! yaitu apakah mungkin suatu badan yudikatif yang
ditempatkao di bawah kekuasaan eksekutif menjadi pihak yang me_ut stai
hukum yang sama bagi sernua pihak? padahal, salah satu komitmen persamaan di
hadapan hukum dalarn kaitanrya denAan gagasan Locke adalah ketika muncul
keadaar,

l'"$.pabila seseorang merasa dirugikan oleh perbuatan_perbuatan negara yang
dianggapnya telah melangg3r hukum atau Eengumngi hak_hakrva secara
tidak sah, maka negam dafat ditunrul di muka pengadilan oleh orang yang
bersangkuran tadi..

Hakikar dasar yang djtarik dari kemungkinan kasus tersebut adalah badan
yrJdikatif dapat bersikap independen dalam memutuskan perkara tersebut tanpa
memandang kedudukannya yang berada di bawah kekuasaan eksekutit Dalam hal
ini Locke melupakan konsep dasar terpenting dalam suatu negara dehokasi, yaitu
penyelesaian persolisjhan yang terbaik dan kemungkiDan terjadi aatara warga
negara dan negara adalah diserahkannya kepada badan yrdikatif dengan alasln
"konEol segi hukum merupakan salah satu ciri pokok dari tugas badanleradilan,
yaitu melakukan per,ilaian (toetsing) tentang sah atau tidaknya perbuatan
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pemerinhh." Dalam hal ini perbuattn nesara vanp.iircnrFc.ni".ir-- -^L^_-.
warsanesara pada dasa.y",",b"si,,*:;"jg;L,lT,',.o't"""t"'*tkan 

sebasai

1, Perbuatan aCministrasi negara yang bersifat non_hukum (hktual), yaitu
perbuatan adminisrrasi negara yang menjalankan fungsi_fungsi *r,rrr*".,
negara saja, tidak menimbulkan akibat hukum dari yang diatumya.

2. PeduataD adminjstrasi negaB yang bersifat hukuh (yrridisj, yaitu tindak
adminisuasi negara yang menyelenggarakar hukum administrasi negara, dan
bila tidak ditaari mehpunyai sanksi hukJm,

. Dengan kata lain, semua pihak tanpi kecuali dapat menjalankan kebebasan
dengan tetap mempertanggungiawabkan secara hukum kebebasannyajika terbukti

, melawan hukum. Hal inilah yang menunjukkan adanya kesetal_aan dalam
kebebasao dan kewajiban terhadap hukunr,Esensi yang dapat ditemuksn dalamkonsep Locke nengenai kebebasan adalah kebebasan _"rrPufaun .ufuf, a*,bentuk.ekspresi yang mendorong terwujudnya demoloasi, yungrn"-put* rutoisatu pilar terpenting dan pendukung terciptanya suatlr toi,"p n"guru fngdemokratis.

Namun, upsya mewujudkan ekspresi ini harus dilandasi dengan formatpertanggungjawaban secara hukum yang lepat. D€ngan demikian, p"_uhu_un
mengenai kebebasan tidak diartikan mutlak, Dalah perkembanga! i.*",u ini,
kebebasan akad dibatasi oleh hr*run dan no na_noflna yang bgllaku di dalam
masyarakat yang terus berkembang.

Dalarh hal inilah yang melandasi secara filosofis, kedudukan pemdilan
pajak di Indonesia harus mendasarkan pada konsep dan dcsar yang tr"i ,"Uug"i
suatu peradilan yang merdel€ yang mampu melindungi kepentingain n"ru,u Ol*
kepentingan masyarakat pembayar pajak. Dalam hal ini, hak negara a- p".U"y*
pajak menjadi instrument pertimbangan yang penting bagi peradilan pajak dalam
melaksanalon tugas, kewenangan, dan kewajibannya yang didasarkan pada
independensinya sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang merdeka.

B. DasarsosioekoDornis

Kontektualisasi sosioekonomis dalam peradilan pajak adalah kehe.dak
masyarakat unnrk rhendapatkan keadilan dengan aturan negara yang 

^"ngunarn;kepastian yang dirumr.rskan dalam konstitusi. Dalam gagasan Joh; lo;
mengenai aturan negara- John Locke tidali banyak menguraikan konstitusi dalam
kaitaurila dengan kehendak keadilan masyamkat. padahal, konstitusi mempunyai
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kedud,kan penting bagi suaru masyarakat dalam bemegara, khususnya berkaltan

Bagi Locke dalam merumrtskat
oa.- ;1".,r^ d,n**,""'#l "Hi,i"ffjilJTi,',"#,l?,trff
dengan penyelenggara nega*. Konsep ini tentu dipengaruhi il;;;;;cenderung memandang persoalan k
terpisahkan dari konsep nrnr* u,o,n,t"n"tuttn 

sebagai bagian yang tidak

sasasan yans dikemukuo"n"ro o,u.unnu?ujI'u il:il'tr#ll_f ".iffilr;
negara dengan meletakkan hal_hal yang bersifat dasar atau p"k"k b;;;;;;negaB. GagasanDya untuk hemperluas pelaDan Uaaun legistutlf paai latitatn-akan memfasilitasi penyampaian aspi.si rakyat 0",". o".o".li*"iiri"ni,pemerinrahan dan bada yrdikatif yang memiliki kemandirjan dalam ;";j;;kewenangannya.

,.,, 
Ouro:un Locke tersebu! pada prihsipnya memberikan kesadaran dalampraktiknya dewasa jni, fungsi badan legislatif peDcerminannru ,"ri"*tufi ,iauidengan sehdirinya dapat dehgan mudah diketuf,ri ,nrryurukat jun Uu#;ffi;terlalujauh dari kehendak keadilan warga masyarakatnya.

Oleh sebab itu, Locke memberikan suatu gagasan agar praktik yang telah dilaluisuatu negara dapat menunjukkan badan legislatif dan b"a"" t"oit",rr i*"i"iberfungsi sebagaimana mestinya. DeDgan kara lain, sejauhmana O"O* ,"rr.i"Ui

:n::P 
yudikatif dapa!.mempunyai peranan yang signifikan 

"#;;;;,oxrnat dari perkehbangan ide denlolqasi datam suaru negara yatng rnelahirkan
gagasan kekuasaah dan kedaulatan adalah milik rakyat. fo"t" ."U"*-yu aufurn
pandangannya tersebut ingin memberikan kiteria demokatis otu, tiaut .uutu
negara sebagai ukuran berfungsinya badan legislatif. Konsep ini didasarkan pada
pertimbangan dcmokratisasi akan mendorong ke arah berfungsi ."k;"1;;
badan legislatif sebagai institusi yang mewakili rakyat. Dalam suatu n"rru ,ur*dilandasi oleh badan legislatifyang kuat, akar te entuk suatu,

"...masyarakat yatrg diatur oleh hukum, di mana kebebasan hanya bisa
merupakan kemampuan untuk melaksanakan apa yang diinginl<an, dan
bukan keadaan terpaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak dii;ginkan ,;-'

Berdasarkan rcalitas tersebut dapat terljhat gagasan Locke ,"n*"nui ,"rlu^*peranan badau legislatif dan kemandirian badan yudikatif 0"" O*."r.
mengemukakan tentang hitbunga)l kekuasaan dalam n.guru dun rukyut, yung
Ierserap ke dalam atau dirumuskan dalam hukum dasar suatu ,"r;.", ;;;koDstitusi."
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Bagi Locke berfungsinya negara adalah bcrflingsinya tiga pemegang
kekuasaan yang telah dibag;, yaitu ,egislatiq eksekufi{ darrt-ederatifll;;;;;
kekuasaan tersebut merupakan bagian dari penguatan sen&a_senha ;;;;Bagl Locke sendlrl demoloasi ttdak djciptakan, ,*r, O,*rrOU", ,* l".i"r"kekuasaan Ersebut.Namun, bagainana le_Uaga kekuasaan Oi;r,_*,'i""i"kembali tidak mengulas konsep konstitusi vang,r*.;", O^". U,*.:l'*,"i"r"
tersebut.Padahal, bagi Olto Kirchheimer konstitu.i t"Uunyuton ,"njuai ,orrliikeberhasilan sebuah revo[rsi alau perubahrn sualu negara.

C. Dasar yuridis

negara demokrasi, semua pihak sepakat pemungltan pajakdidasa*an pada persamaan hak dan mempunyai *"iung*'rung-r","" #r*""negara tidak dapat be(indak se\Ienang-wenang, sebab tindakan negara terhadapwarganra dibatasi oleh konstirusi,,. Di samping iru, kekuasaan ;*"." ;;;memun$t pajak pun Cibatasi oleh moralitas yang harus 0r"",, 
"r.*rn l[iorgan negara yang melaksanakannya. Konsep pemu[gutan pajak dan penyelesaianmasalahnya yang independen melahirkan sistem torrtitr.:onai.llt"t'aiul,

peradilan pajak delrgan meletakkan UUD sebagai ,rpr"ru.i hrkr;;;l;;penyelenggaraan peradilan pajak. Juga menempatkan moralitasisme sebagailandasan berperilaku bagi dndak
menyerengsarakan r.p"j"k;;. ",;;;'#,J,:ill,"",Jf;If,:*1tr:dalam Undang.UndaDg Nomor 34 tahun
uandang Nomor 18 tahun reeT*,*,,Xo":"tuT;;*#Tf'il,ff:,Hlj;
Jungto Peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2001 tentarg a";"n Oan O*,Orr,
Daerah.
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BAB V, RUANG LINGKUP DAN MATERI MUATAN R{PERDA

Ruaug Lingkup
Ruang lingkup materi muatan adalah jangkauan materi pengaturiur yang dimuat dalam

Online Terhadap Pajak Parki!,Peraturan Daerah Tentalg Penerapan Sistem Pajak

Hotel, Pajak Restorai, dan Pajak Hiburan.

Iingkup materi Euatan Peratuan Daerah tentang penetapan Sistem Pajak Online
Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan meliputi:

Kelentuan umum

Ruang lingkup, asas dan tujua.n

Jenis pajak daerah

Online s) stem data ta.rsaksi usaha

Perjanjian kerjasama pelaksalaan sistem online
Pembukaan rekening, penyetolan dan surat kuaso Ferintah transfer debet pembayaran
PembayaIan pajak terutang dan pelaporan pajak

Pembayaran dan pelaporan pajak secara manrlal

Hak dan kewajiban

Pembinaar da.n pengawasan

Sanksi

Ketentt an perolehan

Ketentuan penutup

Penjelasan atas muatan Raperda

I

Materi Muatan Raperda.

Isi muatan materi dalam balang tubuh Perahuan DaErah tentang Penerapan Sistem Ooline
erhadap Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran, daa Pajak Hibuan meliputi :

BABI:KetentuanUmuE
2 BAB II : RuangLingkup, Asas dan Tujuar

Bagial Penama, Ruang Lingkup

Bagian Kedua, Asas Penempan Sistem Pajak Online

Bagian Ketiga, Tujuan

BAB III : Jelis Pajak Daerah

BAB fV : Onliue System Data Tramat si UsahB

Bagian Kesatu, Orfline SysteE Data Transaksi

Bagian Kedua" Perekaman Data Transaksi Usaha
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Ketig4 Penyajian CMS
V Perjanjial KerjasaEa pelaksaDaal Sistem Ouline

Bagian Kesatu, Perjaajian Kedasama

Bagian Kedu4 Penempatan AIat atau Sistem perckam Data TraDsaksi Usaha dan CMS
BAB \aI I Pembukaan Rekening, pe'yetorsn Dana dan surat Kuasa periutah rreDsfer
Debit Pembayaran

Bagian Kesatu, Pembukaa.-1 Rekening Wajib pajak
Bagian Kedua, Penyetoran Daan Trarsaksi Usala
Bagian Ketiga, Surat Kuasa perintah Transfer Debit pembayaraD pajak
BAB VII : PembayaraD pajak Terutatrg Dan pelaporan pajak
Bagian (esatu, Pembayaran pajak

Bagian Kedu4 PelapoEn pajak TerutTg
BAB VIII : Pembayaran dan pelaporan pajak Secara Manual
BAB IX : Hak Dan Kewajiban

0 BAB X: Pembinaan Dar pengawasa!

I BAB XI : Sanksi

BAB XII I Ketentusn peralihan

BAB XIII : Ketentuau penutup

4 Peujelasan oautau raperda yang dlanggap perlu

i
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BAB VI
PENUTUP

Ratrgkuman

akademik yang hasilnya Cituargkan dalam Naskah Akademik.

dasar perumusan norma hukum tentang penerapan sistem online
hotrl. pajak restorar. dan pajak hihuran adalah:l,) Asas keadilan.
ketcniban, 4) Asas keseimbangan, keserasian dan ksselarasau.

Dalern raryka pembentukan petaturan Daerah T.etrtang penerapan Sistem
dql P.rjak Pa*ir, Pajak Hotel, pajak RestoBn dar pajak Hiburan p".t,, aial'imng

Online

dengari

Hal-hal yang perru drkaji daram rangka pembentukan perda Tentang penerapan sistem
ine Terhadap Pajak Parkir, pajak Hotel, pajak Restoran Dan pajak Hibura-n.adalah :

Aspek-aspek yang digunakan sebagai landasan keabsa.ban pengaturan tentang penerapan
sistem online terhadap pajak parkir, pajak totel, pajak restoran dan pajak hiburao.
Asas-asas yang digunakan sebagai dasar perurnusan norma hukum tentang penerapan sistem
olline te adap pajak parkir, pajak hotet, pajak restoran dan pajak hiburao.
Ruang linglup materi muatar pengaturan [efltang pe[erapan sistem online
parkt, pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburai!.
Ketertadkan materi muata[ pengaturan tentaog penerapan sistem online terhadap pajak parkir,
pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan.

Empat hal teNebut dikaji dan dianalisis secara hermeneutika hukwn, yaitu memahami,

Landasan filosofis pengaturan tentang peDerapan Sistem Online Terhadap pajak parkir,
Uak Hotel, Pajak Restoran Dan pajak }liburan menggamba.kan dan mempertirnbaDgkan

retasi, dan menerapkaa suafJ norma hukum Tentang penerapan Sistem Online
erhadap Fajak Parkir, Pajak Hotel, pajat Restoran dal pajak Hiburan.

hidup, kesadaran dan cinta hukun yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah
indonesia yaag bersumber dad pancasila dan pembukaan Unda:rg Undang Dasar Negara

lik Indonesia Tahun 1945

yarakat dan negara.

Dengatasi permasalahan perpajakan disurabaya.

Asas materi;l Pembentukan peratursn perunclang-undangan yang

Landasan Sosial Ekononi pengaturan tentarg penerapan Sistem Online Terhadap pajak
Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan pajak Hiburan menggambarkan kebutuhan masyarakat
dalam berbagai aspek, menggarlbarkan fakta empiris perkembalgan masalah dan kebutuhan

terhadap pajak

baik, yang menjadi

pajak parkir, pajak

kesamaan. 3) Asas

Landasan Yuridis menggambarkan bahwa peraturan daerah tentang penerapar Sistem
online Terhadap Pajal< parkir, pajak Hotet, pajak Restoran Dan pajak Hiburan di bentuk untuk

terhadap

2) Asas
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Mengenai asas-asas materiil yang lain, , dalam pelgatuan tentang
terhadap pajak parkir, pajak hotel, pa;ak restoran, dan pajak hiburi

umum, yaitu: 1) Kecukupan daa
ibelitas administasi. 4) Keterimaan
ierace) . 1) Eftsiensi (Eficiency) .

RekoEetdail

Pellempan sistem

berkaitan dengao
elastik, 2) Adil dan merata secara vertikal

secam politik, 5) Non_distorsi, 6) Kemudahan
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Rekomendasi yang dapat diajukan calam rangka pembentukar peratuan Daeral Kota

f.:^IT: l"i"*rT sisrem 3ntine rerhadap pajak parkir, pujrt r,ot"r, pujutlJrto.* ar.,ak hiburan, yang diawali dengan peny,rrsutan k*r", 
"*"r.-"i.i"*r"Agar disetenggarakan proses konsuttasi publik sehingga .";;"r;;;; memberikanmasukan dalam pen)usunan Rancangan peratuar Daerah Kota i*uUuyu *i.,Lg p"n.rup_

;",":,:li:",1":r*l 
pajak parkir, pajak horet, pajak restoran dan o4ui. i,i** o*r". ^*5,*t'liT dan keteDhran tent'ang partisipasi Easyarakar d"l"- ;;"1 ;, ;;;;_-#."*Nomor I 0 Tahun 2004 tentang pembenrukan peraturan perundang_*d;;. -'

Perlu dicermaJi keteDtuar-ketentuan peraturan perundang_uudaagannya yalg terkait denganlkewenangan Pemerintah pusat, provirsi dan Kota Surabaya -;;.;"r; sistem onlineterhadap pajak parkir, pajak hotel, pajak restolar dan pajak hibuan


